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PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir
Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah
kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan
substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai
dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 55);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 67);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima)
tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah
dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal .19 September 2025

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal .19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINS$I KEPULAUAN RIAU,

| T

p——

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dan diselesaikan
dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah
yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan,
dan indikator kinerja Bappeda selama periode lima tahun ke depan.
Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk mendukung peran strategis
Bappeda dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas, berbasis data, responsif terhadap dinamika pembangunan,
serta mendorong penguatan fungsi penelitian, pengembangan, dan inovasi
daerah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2025-2029, serta mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 dan regulasi sektoral lainnya. Di samping itu, proses
penyusunan Renstra ini juga dilaksanakan secara partisipatif dengan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan
keselarasan arah pembangunan lintas sektor.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah
memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya
perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, serta unsur masyarakat
yang telah memberikan masukan konstruktif.

Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi instrumen
perencanaan yang efektif, akuntabel, dan adaptif, dalam rangka
mendukung terwujudnya tata kelola pembangunan daerah yang
terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

AN T@ungpmang, 19 September 2025
% : B da Provingi Kepulauan Riau
' \

s., M.Si.
NIP 197904222003121 09
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah

merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara adil, merata, dan \
berkelanjutan. Dalam era desentralisasi

dan otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab strategis
untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk merancang arah
pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal,
serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Oleh
karena itu, dibutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah,
sistematis, dan responsif terhadap tantangan zaman agar mampu
menopang ketahanan daerah sekaligus mendukung pencapaian tujuan
pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, setiap perangkat daerah diwajibkan
menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Dokumen
Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk memastikan
keselarasan kebijakan kelembagaan dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional, seperti
RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025-2029.
Penyusunan ini juga mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan
pembangunan yang teknokratis, partisipatif, politis, holistik-tematik,
integratif, dan spasial.
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| KEPULAUAN RIAU

Dalam konteks tersebut, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki
peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah
melalui fungsi perencanaan, pengkajian, dan inovasi kebijakan berbasis
data dan bukti. Sebagai institusi yang mengintegrasikan peran perencana,
peneliti, dan pengembang, Bappeda dituntut mampu menjadi motor
penggerak dalam mendorong sinkronisasi program pembangunan antar
sektor, peningkatan kualitas perencanaan berbasis riset, serta penguatan
inovasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan
pembangunan Kepulauan Riau.

Letak geografis Kepulauan Riau yang strategis sebagai wilayah
kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga
menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri dalam pembangunan.
Dinamika ekonomi, sosial, lingkungan, serta arus globalisasi menuntut
hadirnya perencanaan pembangunan yang adaptif, berbasis data, dan
didukung oleh inovasi kebijakan yang kontekstual. Oleh karena itu,
Bappeda dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
kolaborasi lintas sektor agar mampu merespons berbagai isu strategis
pembangunan daerah secara cepat dan tepat.

Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
disusun sebagai dokumen teknis strategis yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, program, serta indikator kinerja utama yang terukur. Dokumen ini
menjadi rujukan kerja kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah secara
terpadu. Penyusunan Renstra ini juga menerapkan pendekatan
manajemen strategis dan kerangka logis (logic model) guna memastikan
keterpaduan antara input, proses, output, outcome, dan dampak yang
diharapkan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan Bappeda Provinsi
Kepulauan Riau dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan peran
strategisnya dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis

data dan inovasi, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta
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menjadi institusi yang adaptif dan responsif dalam mengawal pencapaian

visi pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-
2029 dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta
penguatan inovasi kebijakan. Landasan hukum ini menjadi referensi utama
untuk memastikan bahwa arah strategis kelembagaan yang dirumuskan
dalam dokumen Renstra selaras dengan visi pembangunan jangka panjang
daerah (RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045), arah
kebijakan pembangunan lima tahunan (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029), serta prioritas nasional sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN 2025-2029.

Dengan memperhatikan berbagai regulasi tersebut, penyusunan
Renstra Bappeda dilakukan secara sistematis guna menjamin keselarasan
antara kebijakan nasional dan daerah, memperkuat dasar legalitas
kelembagaan, serta memastikan konsistensi perencanaan pembangunan
yang adaptif dan berbasis bukti (evidence-based planning). Dokumen ini
diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pelaksanaan
fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan secara terpadu serta
mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 1-5
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5887);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6322);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanakan
Pengarusutamaan Gender Pada Pembangunan Nasional;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

17) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011

tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
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Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011 Nomor 7);

18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor
6);

19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);

21) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
Nomor 909);

22) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor
1064).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian,

dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-
2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang
memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan
kegiatan kelembagaan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini
merupakan penjabaran teknis dari visi, misi, dan agenda prioritas kepala
daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, serta
menjadi landasan strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.
Selain berperan sebagai pedoman perencanaan, Renstra ini juga
berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mengarahkan
penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penguatan inovasi kebijakan
secara terintegrasi. Melalui dokumen ini, Bappeda diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kelembagaan dalam
mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis
data, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi alat
penting dalam memperkuat kapasitas perencanaan daerah serta
mendorong tercapainya sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

secara menyeluruh.

1.3.2 Tujuan
Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini bertujuan untuk:

1) Memberikan arah strategis bagi Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan
kebijakan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan tugas pokok
dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan, litbang, serta
inovasi daerah selama periode 2025-2029;

2) Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan perangkat
daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya,
khususnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029,
RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, serta dokumen
perencanaan nasional seperti RPJMN 2025-2029;

3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan
Bappeda, serta sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja
kelembagaan secara sistematis, akurat, dan berbasis hasil;

4) Mendorong peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, penelitian,
dan pengembangan melalui pendekatan berbasis data dan bukti

(evidence-based planning), penguatan sistem informasi pembangunan
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daerah, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perumusan
kebijakan yang inovatif dan adaptif;

Mewujudkan tata kelola organisasi Bappeda yang responsif terhadap
dinamika pembangunan daerah dan nasional, akuntabel dalam
pelaksanaan fungsi perencanaan dan litbang, serta berorientasi pada
pencapaian hasil dan manfaat nyata bagi pembangunan Provinsi

Kepulauan Riau.

Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

disusun dengan mengikuti sistematika yang merujuk pada ketentuan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Sistematika ini

dirancang untuk memastikan bahwa perumusan arah kebijakan, tujuan,

sasaran, strategi, serta program dan kegiatan Bappeda tersusun secara

runtut, logis, dan dapat diukur.

. dan tujuan, serta sistematika
Struktur Penulisan penuiisan
Dokumen Renstra ( Gambaran Pelayanan, ]

Ba ppe da BAB II__] menjelaskan mandat dan ruang

Gambar 1.1: Struktur penulisan dokumen Renstra

~

Pendahuluan — memuat latar
belakang, dasar hukum, maksud

Pemmasalahan, dan Isu Strategis —

lingkup pelayanan, capaian kinerja,
permasalahan faktual, serta isu
strategis Bappeda

. J

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah|
Kebijakan — berisi tujuan, sasaran

strategis, strategi, dan arah
kebijakan Bappeda Tahun
20252029

( Program, Kegiatan, Subkegiatan, )
dan Kinerja— memuat rincian
program, kegiatan, indikator kinerja,
] target, dan pagu indikatif sebagai
dasar operasional pembangunan
daerah

- J

BAB IV

Penutup — berisi kesimpulan pokok,

BAB V prinsip pelaksanaan, serta
mekanisme pemantauan dan

evaluasi kinerja
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E -
2.1 Gambaran Pelayanan . S 7 -
Bappeda be a RN

)] |
Badan Perencanaan, i v ’
Penelitian, dan Pengembangan % \\@
(Bappeda) Provinsi U s
Kepulauan Riau dibentuk # ﬂ @D
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

(s
o

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut Bappeda

yang dibentuk merupakan tipe A.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya
diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 12
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pergub tersebut,
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang
Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang
Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan
Inovasi Daerah;

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang

Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang

RENSTRA
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Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan
Inovasi Daerabh;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan
Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi
Daerabh;

Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi;

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah terdiri dari:

a)

Sekretariat;
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Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana,
program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan
dokumentasi, serta membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam
melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait
perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

2) Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi
birokrasi lingkup perangkat daerah;

3) Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program
kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang lingkup perangkat daerabh;

4) Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan
dokumen anggaran lingkup perangkat daerah;

5) Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan lingkup
perangkat daerah;

6) Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat
daerah;

7) Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi
birokrasi lingkup perangkat daerah;

8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja
lingkup perangkat daerah;

9) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

10) Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;

11) Penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;

12) Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat
Daerah;

13) Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
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14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum,

administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia,

rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil

Negara.Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan
pengadministrasian umum,;

Pelaksanaan dan menyiapkan pengelolaan ketatausahaan,
kehumasan, rumah tangga dan aset;

Pelaksanaan dan  menyiapkan  kebutuhan pengelolaan
administrasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai;
Pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Operasional
Prosedur;

Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik
daerah di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan,
penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan
serta inventaris ruangan;

Penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan
tatalaksana;

Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan,
informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap
seluruh jabatan;

Penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit

organisasi; dan

10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
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Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan

menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang

Perencanaan  Pemerintahan dan  Pembangunan  Manusia

menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup
Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
Pengoordinasian  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan
pembangunan (RPJPD, RPIJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi
RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia;

Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota
lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat
Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia;

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia;
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10) Pengoordinasian  pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi
perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah,
antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

11) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

12) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait
dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia;

13) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap
dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan
Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan

menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Perekonomian dan

Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang

Perencanaan Perekonomian dan  Sumber Daya  Alam

menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

2) Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

3) Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup
Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
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4) Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah  perencanaan
pembangunan (RPJPD, RPIMD dan RKPD) lingkup Perencanaan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi
RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Perekonomian
dan Sumber Daya Alam;

6) Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

7) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota
lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

8) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat
Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya
Alam;

9) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber
Daya Alam;

10) Pengoordinasian  pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi
perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah,
antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

11) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

12) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait
dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian
dan Sumber Daya Alam;

13) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap

dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan
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Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber

Daya Alam; dan

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan

menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Infrastruktur dan

Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan

Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan;

Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan;

Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup
Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

pengoordinasian  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan
pembangunan (RPJPD, RPIJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan;

Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi
RPJPD, RPIJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Infrastruktur dan
Kewilayahan;

Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota
lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat
Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
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9) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

10) Pengoordinasian  pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi
perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah,
antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan;

11) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan;

12) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait
dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur
dan Kewilayahan;

13) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap
dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan
Kabupaten/Kota lingkup  Perencanaan Infrastruktur  dan
Kewilayahan; dan

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan

menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan dan Pendanaan,

Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan. Untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan

Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Pelaporan

Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan
dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan
Pembangunan;

2) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Provinsi (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
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6)

7

8)

9)

| KEPULAUAN RIAU

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan
dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk
juga kebijakan keuangan daerah;

Pelaksanaan koordinasi pagu indikatif perencanaan pembangunan
daerah;

Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi muatan dokumen perencanaan
perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan
daerah, penyusunan laporan capaian pelaksanaan pembangunan
daerah tahun Dberjalan, serta merekomendasikan hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
pembangunan daerah Provinsi;

Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dokumen perencanaan
pembangunan daerah kabupaten/kota, serta merekomendasikan
hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan penyelarasan muatan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
penyusunan dan pelaksanaan pelaporan pembangunan daerah
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
Pelaksanaan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana yang
ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

10) Pelaksanaan koordinasi dan pemanfaatan sistem informasi

perencanaan pembangunan daerabh;

11) Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait

dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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g) Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan
menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan
Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan
Teknologi serta melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan
berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta
jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang
kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Untuk
melaksanakan tugasnya, Bidang Riset dan Inovasi Daerah
menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan
hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penelitian
dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan
Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

2) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan,
serta inovasi dan invensi Kementerian/Lembaga, Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Riset dan Inovasi
Daerah;

3) Pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan
penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan,
serta inovasi dan invensi Kementerian/Lembaga, Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Riset dan Inovasi
Daerah;

4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan data pembangunan daerah di
Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

5) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan

hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait;
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Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan
anggaran di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Perangkat Daerah
di Bidang Riset dan Inovasi Daerah,;

Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi di bidang
riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan serta koordinasi sistem informasi ilmu pengetahuan
dan teknologi di daerabh;

Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh
lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi di Bidang Riset dan
Inovasi Daerabh;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Riset
dan Inovasi Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan

keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Gambar 2.1: Bagan Struktur Orgranisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepuluan Riau
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2.1.2 Sumberdaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan vital dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat
kecukupan dan kompetensi SDM yang dimiliki menjadi penentu utama
efektivitas kinerja kelembagaan, terutama dalam menjalankan fungsi
strategis perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan riset dan
inovasi, serta perumusan kebijakan berbasis data dan analisis ilmiah. Oleh
karena itu, penguatan manajemen SDM yang profesional, adaptif terhadap
perubahan, dan berfokus pada kinerja menjadi aspek fundamental dalam
mewujudkan tata kelola kelembagaan yang responsif dan akuntabel.

Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda
selama periode 2025-2029 berjalan secara optimal, diperlukan
pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi aktual SDM yang ada.
Pemetaan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam menyusun arah
kebijakan pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
Selanjutnya, bagian ini menyajikan data dan informasi mengenai jumlah
pegawai, tingkat pendidikan, sebaran usia, komposisi jenis kelamin, serta
status kepegawaian, yang akan menjadi dasar dalam perencanaan

peningkatan kualitas sumber daya manusia Bappeda ke depan.

Tabel 2.1: Jumlah Sumberdaya Manusia Bappeda Provinsi Kepulauan
Riau Berdasrkan Status Kepegawaian

NO STATUS LK PR |JUMLAH %
1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) 42 34 76 61,79
Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) 21 14 41 33,33
3 | Non ASN dan Outsourcing 3 3 6 4,87
TOTAL 72 51 123 100,00
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Tabel 2.2: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappeda Provinsi
Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO PENDIDIKAN LK PR | JUMLAH %
1 | Doktor (S3) 2 0 2 2,63
2 | Magister (S2) 9 10 19 25
3 | Sarjana (S1) 23 20 43 56,58
4 | Diplomas 4 (D4) 2 2 4 5,26
5 | Diplomas 3 (D3) 4 1 5 6,58
6 | Diplomas 2 (D2) 0 0 0 0,00
7 | Diplomas 1 (D1) 0 0 0 0,00
8 | Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 1 3 3,95
9 | Sekolah Menengah Pertama

(SMP) 0 0 0 0,00

10 | Sekolah Dasar (SD) 0 0 0 0,00

Tabel 2.3: Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat

23

Pendidikan
NO PENDIDIKAN LK PR | JUMLAH %
1 | Doktor (S3) 0 0 0 0
2 | Magister (S2) 0 0 0 0
3 | Sarjana (S1) 15 10 25 60,98
4 | Diplomas 4 (D4) 0 0 0 0
5 | Diplomas 3 (D3) 0 1 1 2,44
6 | Diplomas 2 (D2) 0 0 0 0
7 | Diplomas 1 (D1) 0 0 0 0
8 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 12 2 14 34,15
9 (Sse'\l;c;I;;\h Menengah Pertama 0 0 0 0
10 | Sekolah Dasar (SD) 1 0 1 2,44
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Tabel 2.4: Jumlah Non ASN dan Outsourcing Bappeda Provinsi
Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO PENDIDIKAN LK PR | JUMLAH %
1 | Doktor (S3) 0 0 0 0
2 | Magister (S2) 0 0 0 0
3 | Sarjana (S1) 0 1 1 16,67
4 | Diplomas 4 (D4) 0 0 0 0
5 | Diplomas 3 (D3) 0 0 0 0
6 | Diplomas 2 (D2) 0 0 0 0
7 | Diplomas 1 (D1) 0 0 0 0
8 | Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 1 3 50,00
9 (SSeI\IjI(IJDI?h Menengah Pertama 0 0 0 0
10 | Sekolah Dasar (SD) 1 16,67
11 | Tidak ada ijazah 0 1 16,67
TOTAL 3 100,00

Tabel 2.5: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bappeda Provinsi
Kepulauan Riau Menurut Kepangkatan dan Golongan/Ruang

NO | KEPANGKATAN | GOL/RUANG | LK PR | JUMLAH %
1 | Pembina Utama IV/e 0 0 0 0,00
2 | Pembina Madya IV/d 2 1 3 2,56
3 | Pembina Tingkat | IV/ic 2 0 2 1,71
4 | Juru Tingkat | IV/b 4 0 4 3,42
5 | Pembina IV/a 2 1 3 2,56
6 | Penata Tingkat | l/d 11 11 22 18,80
7 | Penata l/c 8 10 18 15,38
8 $ﬁ1%?<§ 'l\"”da /b 7 5 12 10,26
9 | Penata Muda li/a 11 9,40
10 | Pengatur Tingkat | l/d 0 0,00
11 | Pengatur ll/c 0,85
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NO | KEPANGKATAN | GOL/RUANG LK PR | JUMLAH %
12 _';;g?(zttulr Muda /b 0 0 0 0,00
13 | Pengatur Muda [l/a 0 0 0 0,00
14 | Juru Tingkat | I/d 0 0 0 0,00
15 | Juru I/c 0 0 0 0,00
16 | Juru Muda Tingkat | I/b 0 0 0 0,00
17 | Juru Muda I/a 0 0 0 0,00
18 | Diploma IV/Sarjana IX 14 11 25 21,37
19 | Diploma lll VIl 0 1 1 0,85
20 | SMA/SMK/Diploma | Vv 12 14 11,97
21 | SD/Sederajat I 1 0 1 0,85
TOTAL 69 48 117 100,00

Berdasarkan distribusi kepangkatan, sebagian besar ASN berada
pada kelompok golongan Ill, khususnya golongan lll/c hingga lll/d, yang
secara administratif termasuk dalam jenjang kepangkatan penata hingga
penata tingkat |I. Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai jenjang karier
menengah, yang umumnya dihuni oleh pegawai dengan pengalaman kerja
yang cukup dan berada pada tahap produktif dalam siklus karier birokrasi.
Ketersediaan SDM pada jenjang ini memberikan kekuatan operasional
sekaligus fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan
perencanaan strategis.

Namun demikian, proporsi pegawai pada golongan 1V, yang
mencerminkan jenjang kepemimpinan teknis atau manajerial yang lebih
tinggi, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan
pengembangan karier yang lebih terstruktur untuk mendorong akselerasi
promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya beban dan
kompleksitas tugas kelembagaan dalam bidang perencanaan, riset, dan
inovasi, maka keberadaan ASN pada tingkat golongan atas menjadi penting
sebagai penanggung jawab teknis dan pengambil kebijakan internal yang

memiliki otoritas dan kompetensi memadai.
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Tabel 2.6: Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Menurut

Jabatan
NO JABATAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
Kepala Badan
1 | Perencanaan, Penelitian 1 0 1
dan Pengembangan
Kepala Bidang pada Badan
2 | Perencanaan, Penelitian 5 1 6
dan Pengembangan
3 Kasubag U_mum dan 0 1 1
Kepegawaian
Analis Kebijakan Ahli
4 Utama (I1V/d) 1 ! 2
Analis Kebijakan Ahli Muda
> | (i) 4 0 4
6 Analis Keuangan Pusat dan 1 1 5
Daerah Ahli Muda (l11/d)
Perencana Keahlian Ahli
! Madya (1V/b) 1 0 !
Perencana Keahlian Ahli
8 | Muda (11/d) 2 6 8
Perencana Keahlian Ahli
9| Muda (lllic) 4 > 9
Perencana Keahlian Ahli
10 Pertama (lll/b) > 6 11
Perencana Keahlian Ahli
11 Pertama (lll/a) 2 0 2
Peneliti Keahlian Ahli Muda
12 (11/d) 0 1 1
Peneliti Keahlian Ahli
13 Pertama (lll/a) 0 1 1
Pranata Komputer
14 | Keterampilan Penyelia 1 0 1
(li/c)
Pranata Komputer
15 Keterampilan Mabhir (Ill/a) ! 0 !

26
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NO JABATAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
Analis Sumber Daya

16 | Manusia Aparatur Ahli 0 1 1
Pertama (llI/b)

17 | Bendahara 1 0 1
18 | Penelaah Teknis Kebijakan 8 7 15
Pengadministrasi 2 2 4
19
Perkantoran
20 Pengolah Data dan 2 1 3
Informasi
21 | Fasilitator Pemerintahan 1 0 1

Dari aspek jabatan, proporsi jabatan fungsional cukup signifikan,
terutama pada kelompok perencana, peneliti, dan analis kebijakan. Hal ini
sejalan dengan karakteristik kelembagaan Bappeda sebagai institusi teknis
yang bertumpu pada penguasaan substansi dan kemampuan analisis
kebijakan berbasis data. Sementara jabatan struktural yang tersedia
terbatas pada posisi pimpinan dan kepala bidang, menunjukkan bahwa
struktur organisasi Bappeda lebih banyak menekankan pada fungsi
keahlian ketimbang struktur hirarkis.

Secara keseluruhan, sumber daya manusia Bappeda Provinsi
Kepulauan Riau telah menunjukkan kapasitas dasar yang memadai untuk
menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan
pengembangan. Kendati demikian, tantangan ke depan menuntut adanya
penguatan pada aspek kualitas SDM melalui peningkatan jenjang
pendidikan, pengembangan kompetensi fungsional, serta tata kelola
manajemen kepegawaian yang lebih adaptif terhadap perubahan dan

tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dari sumber

daya pendukung yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian, dan

21 RENSTRA
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Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang
penyelenggaraan fungsi perencanaan dan penelitian secara optimal.
Sebagai bagian dari infrastruktur non-SDM, keberadaan fasilitas fisik dan
teknologi informasi memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem
kerja yang mendukung efisiensi, efektivitas, serta produktivitas
pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan
perencanaan pembangunan, kajian kebijakan, dan inovasi daerah.

Ketersediaan gedung kantor yang memadai, ruang kerja yang
tertata dengan baik, kendaraan operasional, perangkat penunjang teknis,
serta sistem informasi perencanaan yang andal menjadi prasyarat penting
dalam menjamin kelancaran tugas dan fungsi kelembagaan. Dalam konteks
pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029, sarana dan
prasarana tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu operasional, tetapi juga
menjadi bagian yang esensial dalam mendorong pencapaian sasaran
strategis organisasi.

Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan sarana
prasarana perlu dilakukan secara terencana dan selaras dengan kebijakan
kegiatan dan penganggaran, serta disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi yang dinamis, perkembangan teknologi, dan tuntutan pelayanan
publik yang semakin kompleks. Bagian ini menyajikan gambaran kondisi
aktual sarana dan prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar dalam
merumuskan strategi penguatan infrastruktur kelembagaan guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang periode perencanaan
2025-2029.

Tabel 2.7: Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

KONDISI
NAMA / JENIS JUMLAH TOTAL NILAI

NO BARANG Bajk | KURANG | RUSAK | BARANG PEROLEHAN
BAIK BERAT

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Mini Komputer 0 0 1 1 14.500.000,00
2. P.C Unit 52 0 0 52 624.649.076,00
3. Lap Top 114 0 0 114 1.817.296.782,50
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KONDISI
NO NAMA / JENIS JUMLAH TOTAL NILAI
BARANG Balk | KURANG | RUSAK | paRANG PEROLEHAN
BAIK BERAT
4, Note Book 23 0 0 23 347.085.639,00
5. Tablet PC 24 0 0 24 352.171.000,00
Hard Disk 17 0 0 17 25.307.950,00
7. | CPY (Peralatan Mini 0 0 1 1 13.250.000,00
Komputer)
g, | Printer (Peralatan 102 0 0 102 326.248.550,00
Personal Komputer)
g, | Scanner (Peralatan 2 0 2 4 22.563.300,00
Personal Komputer)
Peralatan Personal
10. Komputer 0 1 0 1 1.290.000,00
lainnya(loudspeker)
11. Alat Tenis Meja 2 2 12.000.000,00
12. Jeep 1 563.000.000,00
13. Station Wagon 18 0 18 4.429.530.670,00
Mini Bus (
14. Penumpang 14 1 0 0 1 225.900.000,00
Orang Kebawah )
15. Pick Up 1 1 159.830.000,00
16. Sepeda Motor 17 17 315.428.000,00
17. Mesin Ketik Listrik 2 2 14.927.500,00
1g. | Mesin Absen (Time 2 0 0 2 9.300.000,00
Recorder)
19, | Mesin Penghitung 3 0 0 3 17.980.000,00
Uang
20. Lemari Besi/Metal 1 0 0 1 88.700.000,00
21. Lemari Kayu 30 0 0 30 575.597.987,00
22. Filing Cabinet Besi 23 0 0 23 76.000.000,00
23. Brandkas 2 0 0 2 16.950.000,00
24. Lemari Kaca 2 0 0 2 8.500.000,00
CCTV - Camera
25. Control Television 5 0 0 5 19.190.000,00
System
26. White Board 0 0 1 1 27.700.000,00
p7. | AlatPenghancur 20 0 0 20 96.173.200,00
Kertas
Focusing
28. Screen/Layar LCD 12 0 0 12 73.115.000,00
Projector
29. Alat Kantor Lainnya 0 0 5 5 104.900.000,00
30. Meja Kerja Kayu 119 0 0 119 677.401.320,00
31. Meja Rapat 12 0 0 12 84.200.000,00
32. Meja 1/2 Biro 6 0 0 6 14.460.000,00

RENSTRA
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KONDISI
NO NAMA / JENIS JUMLAH TOTAL NILAI
BARANG Balk | KURANG | RUSAK | paRANG PEROLEHAN
BAIK BERAT
33. | Kursi Rapat 81 0 0 81 194.729.000,00
34. | Kursi Putar 123 0 0 123 216.336.100,00
35. | Partisi 10 0 0 10 1.034.478.200,00
36. | Sofa 9 0 0 9 77.900.000,00
37. | Lemari Es 11 0 0 11 25.520.000,00
38. | A.C. Split 38 0 0 38 299.654.028,00
39, | AlatPendingin 3 0 0 3 14.994.000,00
lainnya
40. | Treng Air/Tandon Air 3 0 0 3 14.465.000,00
41. | Televisi 26 0 0 26 447.685.100,00
42. | Mic Conference 29 0 0 29 233.430.000,00
43. Unit Power Supply 14 0 0 14 45.831.000,00
44, | Camera Video 6 0 0 6 108.400.000,00
45. | Tustel 14 0 0 14 155.064.300,00
46. Tangga Aluminium 1 0 0 1 6.099.500,00
47. Dispenser 5 0 0 5 12.945.000,00
48. | Coffee Maker 1 0 0 1 3.500.000,00
49. | Handy Cam 1 1 1 3 30.910.000,00
50, | AlatRumah Tangga 0 0 42 42 187.600.250,00
Lain-lain
Alat
51. | bemadam/Portable 17 0 0 17 22.610.000,00
Meja Kerja Pegawai
52. | Non Struktural 6 0 0 6 10.980.000,00
53, | Kursi Kerja Pejabat 2 0 0 2 14.251.000,00
Eselon Il
54, | Kursi Kerja Pejabat 5 0 0 5 12.480.000,00
Eselon Il
g5, | Kursi Kerja Pejabat 15 0 0 15 35.696.300,00
Eselon IV
Kursi Kerja Pegawai
56. | Non Struktural 6 0 0 6 11.814.000,00
g7, | Kursi Kerja Pejabat 6 0 2 8 17.672.000,00
lainnya
58, Microphone/Wireless 1 0 0 1 7.000.000,00
MIC
Battery Charger
59. (Peralatan Studio 0 0 1 1 1.318.000,00
Audio)
go, | Peraatan studio 2 0 1 3 63.639.000,00
audio lainnya (dst)
61. Camera Electronic 1 1 25.712.000,00
62. Teleprompter 1 1 2.200.000,00
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KONDISI
NO NAMA / JENIS JUMLAH TOTAL NILAI
BARANG Balk | KURANG | RUSAK | paRANG PEROLEHAN
BAIK BERAT
63. Tripod Camera 1 0 0 1 1.600.000,00
64. Lensa Kamera 3 0 0 3 45.570.000,00
65. Layar Film/Projector 0 0 1 1 19.700.000,00
66, | Peralatan pemancar 2 0 0 2 9.880.000,00

shf lainnya (dst)

67, Alat Kedpkteran 2 0 0 2 3.600.000,00
umum lainnya

68. | Tripod 2 0 0 2 6.990.000,00
69, Thermometer Digital 3 0 0 3 3.600.000,00
Portable
Grand Total 796 89 330 1.215 14.310.422.804,50
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan (4] pr e
Perencanaan, Penelitian, dan ’ /
Pengembangan Provinsi é/
Kepulauan Riau 7ags
p -
2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja P
’

Renstra Periode Sebelumnya

Capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis
(Renstra) periode sebelumnya merupakan parameter utama dalam
mengukur keberhasilan pelaksanaan perencanaan dan penelitian
pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi terhadap capaian
tersebut sangat krusial sebagai dasar dalam melakukan penilaian objektif
serta perumusan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas dan
kuantitas hasil pembangunan pada periode selanjutnya secara
berkelanjutan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan
penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta
penelitian dan pengembangan. Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan secara sinergis
dan terpadu, sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung

penyelesaian permasalahan pembangunan nasional serta berpedoman
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pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja pelayanan yang telah diraih oleh Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik.
Berbagai indikator strategis yang menjadi tolok ukur kinerja, seperti
integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan, serta tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan, telah melampaui target yang ditetapkan dalam
Renstra. Hal ini mencerminkan komitmen dan efektivitas pelaksanaan tugas
Badan dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan

terukur.
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- Tabel 2.8: Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR TARGET RENSTRA | REALISASI CAPAIAN PERSENTASE
KINERJA PERANGKAT KINERJA PADA CAPAIAN PADA TAHUN

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN DAERAH PADA TAHUN KE- KE- (%)

STRATEGIS DAN TAHUN KE-

PROGRAM 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Meningkatkan
Kualitas dan
Kesesuaian Melalui
Integrasi,
Sinkronisasi dan Indeks
Sinergitas Indeks | 92.33 | 93 98.28 | 100 106.44 | 107.53
Perencanaan
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah

2. | Terwujudnya Persentase
Rumusan Kebijakan | Pemanfaatan % 75 80 85.71 | 100 114.28 | 125.00
Perencanaan hasil kelitbangan
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Pelayanan Perangkat
Daerah

Masyarakat

INDIKATOR TARGET RENSTRA | REALISASI CAPAIAN PERSENTASE
KINERJA PERANGKAT KINERJA PADA CAPAIAN PADA TAHUN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN DAERAH PADA TAHUN KE- KE- (%)
STRATEGIS DAN TAHUN KE-
PROGRAM 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 2022 | 2023 | 2024
Pembangunan
Daerah dari Hasil Per§entas_e .
Penelitian dan kebijakan inovasi % 35 | 40 48.78 | 72.72 139.37 | 181.80
Pengembangan dan yang diterapkan d
Inovasi Daerah
3. | Meningkatnya
Kualitas dan Indeks Kepuasan
Efektivitas Kinerja Indeks 81 82 84.81 | 84.81 104.70 | 103.43

Pembangunan dari

Direkomendasika

n

%

1. | Perencanaan
Pembangunan Indeks
g Perencanaan Baik Baik 100.00
Daerah yang Indeks
. Pembangunan
berkualitas
2. ) Persentase Hasil
Terwujudnya Riset yang
Rumusan Kebijakan 100 100 100.00
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INDIKATOR TARGET RENSTRA | REALISASI CAPAIAN PERSENTASE
KINERJA PERANGKAT KINERJA PADA CAPAIAN PADA TAHUN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN DAERAH PADA TAHUN KE- KE- (%)
STRATEGIS DAN TAHUN KE-
PROGRAM 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 2022 2023 2024
Hasil Riset dan Indeks Inovasi . .
Inovasi Daerah Daerah Indeks Inovatif Inovatif 100.00
3. Menl_ngkatnya Nilai SAKIP Nilai BB BB 100.00
Kualitas dan Bappeda
Efektivitas Kinerja
Pelayanan Perangkat | IKM Bappeda Skor 90 90 100.00
Daerah
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Capaian indikator kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun
2022 sampai dengan 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Adapun
penjelasan lebih rinci dari keempat indikator kinerja tersebut sebagai
berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan dan Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan
dua ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan
pembangunan daerah, meskipun keduanya memiliki pendekatan penilaian
yang berbeda. Indeks Perencanaan menunjukkan capaian kinerja yang
sangat baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target indeks ditetapkan
sebesar 92,33 dan realisasi mencapai 98,28, atau sebesar 106,44% dari
target. Capaian ini terus meningkat pada tahun 2023 dengan target 93 dan
realisasi 100, atau sebesar 107,53% dari target. Nilai ini dihitung
berdasarkan rata-rata dari tiga komponen penting, yaitu persentase
keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota,
persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, dan
persentase keselarasan RKA Perangkat Daerah dengan RKPD. Hasil yang
melebihi target mengindikasikan bahwa proses perencanaan di tingkat
daerah telah berlangsung secara sinergis, terintegrasi, dan sesuai arah

kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, Indeks Perencanaan Pembangunan juga menunjukkan hasil
yang konsisten baik, sebagaimana ditunjukkan dengan nilai kualitatif “Baik”
yang tercapai selama periode pengukuran. Penilaian ini didasarkan pada
evaluasi dari Bappenas yang merupakan lembaga nasional yang
berwenang dalam memantau kualitas dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Meskipun tidak disajikan dalam bentuk angka
seperti Indeks Perencanaan, capaian ini tetap menunjukkan bahwa
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinilai

memenuhi standar nasional dan telah mencerminkan tata kelola yang baik
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dalam menyusun arah pembangunan. Capaian Indeks Perencanaan
Pembangunan Nasional hasil evaluasi oleh Bappenas dimulai dari tahun

2023 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 2.2: Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024
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Secara keseluruhan, capaian kinerja terhadap kedua indikator ini
menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah telah
terlaksana secara baik, baik dari sisi teknis keselarasan dokumen internal
maupun dari segi penilaian eksternal oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi
cerminan keberhasilan Bappeda dalam mengoordinasikan proses
perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi
antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam satu arah
pembangunan yang selaras.

2. Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan

Indikator "Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan" dan "Persentase
Hasil Riset yang Direkomendasikan" merupakan dua indikator yang pada
dasarnya mengukur efektivitas pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan (kelitbangan) dalam mendukung perumusan kebijakan
pembangunan daerah. Keduanya saling melengkapi sebagai cerminan

sejauh mana hasil riset yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tahap

2025-2029



| KEPULAUAN RIAU

akademik atau dokumen, tetapi benar-benar digunakan dalam proses
pengambilan keputusan oleh perangkat daerah.

Pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator Persentase Pemanfaatan
Hasil Kelitbangan mencapai 85,71% dan 100%, yang dihitung
menggunakan rumusan: jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi
jumlah kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah dikali 100. Rumusan ini
menekankan keterkaitan langsung antara hasil litbang dan aksi nyata di
perangkat daerah. Artinya, dari seluruh kegiatan litbang yang direncanakan,
sebagian besar telah ditindaklanjuti menjadi program, kebijakan, atau
bentuk pelaksanaan lainnya di lapangan. Capaian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar hasil kelitbangan telah dimanfaatkan secara nyata dan tidak
hanya berhenti pada tahap konseptual.

Sementara itu, indikator Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan,
pada tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 100%, Capaian ini
menggambarkan bahwa seluruh hasil riset yang dilaksanakan oleh
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau pada tahun tersebut telah berhasil
dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan. Penilaian ini lebih
menitikberatkan pada aspek output riset, yaitu sejauh mana hasil kajian
dikemas dan diformulasikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses
pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, capaian yang tinggi pada kedua indikator tersebut
mencerminkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau, khususnya Bappeda, dalam mendorong penguatan peran kelitbangan
sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-

based policy).

3. Indeks Inovasi Daerah

Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah dan Indeks
Inovasi Daerah pada dasarnya merupakan dua indikator yang
mencerminkan  kinerja  pemerintah  daerah dalam  mengelola,
mengimplementasikan, dan mengembangkan inovasi sebagai bagian dari

strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan
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publik. Meskipun memiliki rumusan penghitungan yang berbeda, keduanya
menggambarkan satu kesatuan proses inovasi daerah mulai dari
perencanaan, usulan, hingga pelaksanaan.
Pada tahun 2022 dan 2023, capaian Persentase Kebijakan Inovasi yang
Diterapkan di Daerah mencapai angka 48.78% dan 72,72%, yang dihitung
berdasarkan rumusan: jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi
jumlah inovasi yang diusulkan, dikalikan 100 persen. Capaian ini
menunjukkan bahwa sebagian besar inovasi yang dirancang oleh
perangkat daerah berhasil diimplementasikan dalam bentuk kebijakan
nyata, menandakan adanya komitmen dan kesiapan birokrasi daerah
dalam mengadopsi perubahan berbasis inovasi.
Sejalan dengan itu, capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 yang dinilai
oleh Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah
memperoleh skor 50,33, yang termasuk dalam kategori "Inovatif'. Dapat
dibandingkan dengan capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan
Riau sebagai berikut.
Gambar 2.3: Capaian Indek Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2024

50,33

43,83
42,1
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Penilaian ini mempertimbangkan sejumlah indikator seperti kebaruan
(novelty), kebermanfaatan, kepentingan publik, kesesuaian dengan
kewenangan pemerintah daerah, serta aspek replikasi. Indeks ini diperoleh

dari hasil evaluasi inovasi yang dilaporkan dan terverifikasi melalui sistem
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penilaian nasional yang mengacu pada data konkret dari pemerintah

daerah.

4. Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah
indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah
mampu mengelola kinerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang bertujuan
mendorong instansi pemerintah merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi program serta anggaran berdasarkan hasil (outcome), bukan
hanya keluaran (output). Penilaian SAKIP dilakukan dengan
mempertimbangkan lima komponen utama: perencanaan Kkinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian
Kinerja.

Capaian Nilai SAKIP Bappeda Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024
menunjukkan hasil yang menggembirakan, yaitu memperoleh predikat “BB”
(Sangat Baik) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat
Provinsi Kepulauan Riau. Predikat ini mencerminkan bahwa Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan telah menunjukkan tingkat
akuntabilitas kinerja yang tinggi, dengan manajemen kinerja yang terarah,
sistematis, dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada

pelaksanaan kegiatan (output).

5. Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna layanan terhadap
kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. IKM menjadi
salah satu tolok ukur penting dalam menilai kinerja pelayanan instansi
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pemerintah, khususnya dalam hal responsivitas, keandalan, dan
profesionalisme layanan.

Perhitungan IKM dilakukan berdasarkan hasil survei kepada pengguna
layanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14
Tahun 2017, yang mencakup sembilan unsur pelayanan, antara lain:
persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan,
kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta
sarana dan prasarana. Masing-masing unsur dinilai dalam skala tertentu,
kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan, lalu dikonversi ke dalam skala
25-100 untuk mendapatkan nilai IKM akhir. Hasil tersebut selanjutnya
dikategorikan ke dalam klasifikasi mutu pelayanan, seperti: sangat baik,
baik, kurang baik, dan tidak baik. Pada tahun 2024, IKM Bappeda Provinsi
Kepulauan Riau mencapai nilai 90,093, yang termasuk dalam kategori

"Sangat Baik".

2.1.3.2 Realisasi Anggaran Renstra Periode Sebelumnya

Realisasi anggaran program menjadi salah satu indikator utama
dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
direncanakan. Kinerja anggaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016-2021,
dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Bappeda
secara konsisten memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran
untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target serta memberikan
kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan

daerah.
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Provinsi Kenulauan Riau Tahun 2021-2024

Tabel 2.7: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

RASIO ANTARA
REALISASI DAN

NO URAIAN BELANJA ANGGARAN TAHUN KE-
(%)
Belanja Barang, Jasa,
1. _ 35.332.947.886 | 35.342.406.350 | 33.576.963.459 | 33.065.626.944 | 34.740.743.949 | 33.330.453.821 | 93,58 | 98,30 | 99,27
Modal dan Pegawai
Tabel 2.10: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram Badan Perencanaan, Penelitian dan
Penaembanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024
RASIO ANTARA
REALISASI DAN
NO PROGRAM ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- ANGGARAN TAHUN KE-
(%)
Program
Perencanaan,
1 | Pengendalian dan | 2.554.132.030 | 5.939.832.462 | 3.741.181.127 2.398.046.160 | 5.723.996.143 3.721.941.666 | 93,89 | 96,37 99,49
Evaluasi
Pembangunan Daerah
2 .
Program  Koordinasi | ) o.0 759 000 | 2.372.851.990 | 1.851.430.388 | 3.859.584.373 | 2.288.816.888 | 1.836.513.295 | 77.72 | 96,46 | 99,19

dan Sinkronisasi

44

RENSTRA

2025-2029



| KEPULAUAN RIAU

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

RASIO ANTARA
REALISASI DAN

NO PROGRAM ANGGARAN TAHUN KE-
(%)

Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Penelitian

3 |dan Pengembangan | 1.718.898.693 807.248.000 743.490.996 1.403.397.562 789.676.114 742.584.939 | 81,65 | 97,82 99,88
Daerah
Program  Penunjang

4 | Urusan Pemerintahan | 24.654.903.048 | 26.222.473.898 | 27.240.860.946 | 22.834.479.268 | 25.938.254.804 | 27.029.413.921 | 97,36 | 98,92 99,22

Daerah
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Capaian realisasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2022 hingga 2024
menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
keuangan. Seluruh program berhasil merealisasikan anggarannya di atas
95% pada tahun 2024, dengan sebagian besar mendekati atau mencapai
99%. Hal ini menjadi indikator positif terhadap kinerja organisasi, baik dari
sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi anggaran yang semakin
matang dan akuntabel. Kinerja yang optimal ini diharapkan dapat
mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan daerah secara
berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan ‘ ’ 'G
-
'_\-f

Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan —
Riau = 4

Guna memperkuat sinergi antar perangkat
daerah dalam mendukung perumusan kebijakan, pelaksanaan program
pembangunan, serta evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah secara
terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan
yang efektif dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan pembangunan

Provinsi Kepulauan Riau.

Maka ditetapkan lah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
286/KPTS-26/1/2025 tentang Mitra Kerja Perangkat Daerah pada Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
Sasaran layanan Bappeda Provinsi mencakup pihak-pihak yang menerima
manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kebijakan,
termasuk Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai
mitra strategis dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah. Adapun rincian pembagian perangkat daerah dan
Bidang yang mengampu pada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:
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Tabel 2.11: Mitra Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau

BIDANG PADA
NO BAPPEDA PERANGKAT DAERAH
1. | Koordinasi Perencanaan | 1. Sekretariat Daerah
Pemerintahan dan | 2. Sekretariat DPRD
Pengembangan Manusia | 3 |ngpektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan + Rumah Sakit
(RSUDAT, RSJKOEHD)
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran
7. Dinas Sosial
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11. Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
12. Dinas Kebudayaan
13. Badan Perencanaan, Penelitian
Dan Pengembangan
14. Badan Kepegawaian Daerah Dan
KORPRI
15. Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
16. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
17. Badan Penghubung Daerah
2. | Koordinator Perencanaan | 1. Dinas Tenaga Kerja  dan
Perekonomian dan Transmigrasi
Sumber Daya Alam 2. Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

RENS
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BIDANG PADA
NO BAPPEDA PERANGKAT DAERAH
3. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

5. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6. Dinas Kelautan dan Perikanan
7. Dinas Pariwisata

8. Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan

9. Badan Keuangan Dan Aset Daerah
10. Badan Pendapatan Daerah

3. | Koordinator Perencanaan | 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Infrastruktur dan Ruang dan Pertanahan
Kewilayahan 2. Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral

6. Badan Pengelola Perbatasan
Daerah

7. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, telah diberikan sejumlah tugas tambahan yang
bersifat strategis dan berskala lintas sektor. Tugas-tugas tambahan ini tidak
hanya memperluas cakupan kerja, tetapi juga mencerminkan peran aktif
dalam  mengoordinasikan dan memfasilitasi berbagai agenda
pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas tambahan tersebut telah diatur
melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
peraturan gubernur yang menjadi dasar hukum pelimpahan dan penugasan

fungsi tertentu kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan
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Pengembangan. Adapun Rincian tugas tambahan yang diemban oleh
Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12: Tugas Tambahan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

NO JABATAN DASAR HUKUM

Wakil
Anggaran
Daerah Provinsi Kepulauan
Riau

IV Tim
Pemerintah

Ketua

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Koordinator merangkap
Anggota Komite
Pengelolaan Risiko
Provinsi

Ketua Tim  Koordinasi
Daerah Tujuan
Pembangunan

Berkelanjutan Atau

Sustainnable Development
Goals (TBP/SDGs) Provinsi
Kepulauan Riau 2021-2026

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 65 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah  Provinsi
Kepulauan Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 744 Tahun 2022 tentang Tim
Koordinasi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Atau
Sustainnable Development Goals
(TBP/SDGs) Provinsi Kepulauan Riau
2021-2026

Kepala Divisi Administrasi
Umum dan Kepala Divisi
Penyusunan Program
Dewan Kawasan Ekonomi
Khusus Provinsi Kepulauan
Riau

Pembina Tim Kerja
Pembangunan dan
Penyelenggaraan Aplikasi
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Selaku Ketua Dewan Kawasan
Khusus Provinsi Kepulauan Riau
Nomor O03/DK/KEK Tahun 2018
tentang Sekretariat Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan
Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 443/KPTS-26/1/2025 tentang
Tim Kerja Pembangunan dan
Penyelenggaraan Aplikasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
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NO

JABATAN

DASAR HUKUM

di Badan Perencanaan
Pengembangan Penelitian
Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah di Badan Perencanaan
Pengembangan Penelitian Provinsi
Kepulauan Riau

Ketua Tim Panelis
Percepatan
Penanggulangan Stunting

Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 155 Tahun 2023 Tentang Tim
Panelis Percepatan Penanggulangan
Stunting Provinsi Kepulauan Riau

Ketua Kelompok Kerja
Pengarustamaan Gender
Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 838 Tahun 2022 tentang
Kelompok Kerja Pengarustamaan
Gender Provinsi Kepulauan Riau

Ketua Tim Pembina dan
Sekretariat Pelaksana
Kabupaten/Kota Sehat
Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tim
Pembina dan Sekretariat Pelaksana
Kabupaten/Kota  Sehat  Provinsi
Kepulauan Riau

Ketua Tim Pengarah dan
Kelompok Kerja
Pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
Provinsi Kepulauan Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 223 Tahun 2020 tentang Tim
Pengarah dan Kelompok Kerja
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Provinsi Kepulauan Riau

10.

Sekretaris Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan

Kepulauan Riau

Provinsi

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 803 Tahun 2022 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

11.

Anggota Forum Penataan
Ruang Provinsi Kepulauan
Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 352 Tahun 2023 tentang
Forum Penataan Ruang Provinsi
Kepulauan Riau

12.

Ketua Merangkap Anggota
Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai
Kepulauan Riau

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor
1082/KPTS/M/2023 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah sungai Kepulauan Riau

RENS
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14. | Koordinator Forum

Data

Satu

Indonesia Tingkat
Provinsi Kepulauan Riau

NO JABATAN DASAR HUKUM

13. | Penanggung Jawab | Keputusan  Gubernur  Kepulauan
Kelompok Kerja | Riau Nomor 738 Tahun 2022 tentang
Pengembangan Kelompok Kerja Pengembangan
Perumahan dan Kawasan | Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi | Permukiman  Provinsi  Kepulauan
Kepulauan Riau Riau

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 374 Tahun 2023 tentang
Forum Satu Data Indonesia Tingkat

Provinsi Kepulauan Riau

15. | Penanggung Jawab Tim | Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pengukuran Indeks | Nomor 19 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Keuangan | Pengukuran Indeks Pengelolaan
Daerah Provinsi Keuangan Daerah

16. | Ketua Sekretariat Satu | Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun

Data Tingkat Provinsi 2029 tentang Satu Data Indonesia

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Badan Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan Provinsi ,'
Kepulauan Riau

2.2.1 Permasalahan Badan Perencanaan, |

| il 1/

Penelitian, dan Pengembangan - ) -
g g | [ _g_[ ‘. I

Provinsi Kepulauan Riau 1

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang akuntabel, inovatif, dan terintegrasi, Badan Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dihadapkan pada sejumlah
permasalahan strategis yang perlu direspon secara terarah dan
berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan kondisi
obyektif yang menjadi dasar penyusunan isu strategis, tujuan, sasaran,
indikator kinerja, serta program yang tertuang dalam dokumen Rencana
Strategis. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan

hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dinamika kebijakan pembangunan
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daerah dan nasional, serta kebutuhan penguatan peran Bappeda dalam
siklus perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang akan menjadi
landasan dalam perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, serta program

rencana strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau:

1) Belum Optimalnya integrasi dan keselarasan perencanaan lintas
level pemerintahan
Proses perencanaan pembangunan daerah memerlukan
penyelarasan yang lebih optimal antara pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota, khususnya dalam hal penjabaran prioritas pembangunan,
konsistensi program strategis, serta harmonisasi penganggaran. Hal ini
penting untuk meningkatkan konsistensi pencapaian sasaran

pembangunan daerah secara menyeluruh.

2) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja
perangkat daerah

Penerapan prinsip perencanaan berbasis kinerja dan sistem
pengukuran yang objektif memerlukan penguatan lebih lanjut. Pencapaian
kinerja yang tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), khususnya pada komponen perencanaan dan
pengukuran, menunjukkan masih adanya ruang perbaikan yang harus
direspons secara sistematis. Selain itu, integrasi manajemen risiko dalam
siklus perencanaan masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan

akuntabilitas kinerja dan resiliensi rencana pembangunan.

3) Masih Terbatasnya pelaksanaan dan pemanfaatan riset dan inovasi
dalam mendukung proses perencanaan pembangunan dan
peningkatan daya saing

Peran hasil penelitian dan pengembangan daerah sebagai dasar
perumusan kebijakan pembangunan perlu diperkuat. Keterkaitan antara
litbang, inovasi, dan perencanaan masih berkembang dan memerlukan

penguatan ekosistem kolaboratif antar pihak terkait.

RENSTRA
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2.2.2 Isu Strategis Badan Perencanaan, bfrﬁ

Penelitian, dan Pengembangan 5\/ i
Provinsi Kepulauan Riau [/ \_\ 1 >

-t e

Penentuan isu strategis dalam Rencana Strategis Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi
kelembagaan, permasalahan aktual, serta keterkaitannya dengan isu
lingkungan strategis baik pada level global, nasional, maupun regional.
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah kekuatan, seperti
tersedianya dokumen perencanaan lintas level, sistem e-SAKIP dan e-
Planning yang telah berjalan, serta dukungan awal pengembangan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa). Namun, tantangan utama yang dihadapi mencakup
belum optimalnya keselarasan perencanaan lintas sektor dan antar level
pemerintahan, kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum
merata, serta terbatasnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung
proses perencanaan pembangunan.

Dalam konteks dinamika global, terdapat tekanan yang semakin kuat
terhadap tata kelola pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan berbasis
hasil, dengan pendekatan yang terintegrasi secara lintas sektor dan lintas
level. Agenda internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs)
serta tren menuju knowledge-based economy dan agile government
menuntut kapasitas kelembagaan daerah yang adaptif dan berbasis bukti.
Di tingkat nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi dan integrasi
perencanaan pusat-daerah juga menjadi kerangka acuan utama,
sementara pada tingkat regional, ketimpangan arah pembangunan dan
disharmonisasi kebijakan sektoral masih menjadi persoalan yang harus
diatasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan tiga isu strategis utama
yang menjadi pijakan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan

Bappeda, yaitu:

2025-2029
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1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah
secara konsisten, kolaboratif, dan berbasis bukti dalam rangka
mendukung penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
melalui penerapan manajemen risiko.

2. Penguatan Kapasitas riset dan inovasi daerah untuk mendukung
perencanaan dan pembangunan yang responsive dan berdaya

saing.

Kedua isu strategis ini akan menjadi fondasi dalam penetapan tujuan
dan sasaran Renstra, serta akan dioperasionalisasikan lebih lanjut ke
dalam program, kegiatan, dan indikator kinerja yang selaras dengan arah

pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau.

2025-2029
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Tabel 2.13: Pemetaan Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau

POTENSI

DAERAH ISU KLHS
YANG MENJADI PERMA?SLAHAN YANG RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD

PD
Tersedianya Belum Optimalnya | Tata Kelola
dokumen integrasi dan Pemerintahan
perencanaan keselarasan
daerah di tingkat | perencanaan lintas
provinsi dan level pemerintahan
kabupaten/kota
yang dapat Belum optimalnya
disinergikan kualitas
perencanaan dan

Telah pengukuran

dikembangkan
kerangka SAKIP
dan sistem
kinerja berbasis
RPJMD di tingkat
provinsi

kinerja perangkat
daerah

Masih
Terbatasnya
pelaksanaan dan
pemanfaatan riset

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG
RELEVAN DENGAN PD

Tuntutan global
terhadap tata
kelola
pembangunan
yang inklusif dan
terintegrasi
melalui
pendekatan multi-
level governance
dan policy
coherence for
sustainable
development
(PCSD)

Meningkatnya
tekanan

Memperkuat
reformasi politik,
hukum, dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi dan
narkoba;

Ketimpangan
arah
pembangunan
antarwilayah

Minimnya
harmonisasi
kebijakan
sektoral di
daerah

ISU STRATEGIS
PD

Peningkatan
kualitas
perencanaan dan
pengukuran
kinerja daerah
secara konsisten,
kolaboratif, dan
berbasis bukti
dalam rangka
mendukung
penguatan sistem
akuntabilitas
kinerja pemerintah
melalui penerapan
manajemen risiko
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POTENSI
DAERAH ISU KLHS
YANG MENJADI PERMAI‘ESLAHAN YANG RELEVAN
KEWENANGAN DENGAN PD
PD
Adanya dan inovasi dalam

kolaborasi awal
riset daerah dan
dukungan SIDa
dari pusat

Tersedianya
sistem
perencanaan dan
pelaporan internal
PD melalui e-
SAKIP dan e-
Planning

Tersedianya
regulasi dan
sistem
pendukung
sinkronisasi
pusat-daerah

mendukung
proses
perencanaan
pembangunan

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG
RELEVAN DENGAN PD

internasional
untuk
menerapkan
prinsip
akuntabilitas,
efektivitas
anggaran publik,
dan tata kelola
pemerintahan
yang transparan
(good
governance)

Pergeseran
ekonomi global
menuju ekonomi
berbasis
pengetahuan
(knowledge-
based economy)
dan inovasi

ISU STRATEGIS
PD

Penguatan
Kapasitas riset
dan inovasi
daerah untuk
mendukung
perencanaan dan
pembangunan
yang responsif
dan berdaya saing
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POTENSI
DAERAH
YANG MENJADI
KEWENANGAN
PD

PERMASALAHAN
PD

ISU KLHS
YANG RELEVAN
DENGAN PD

Telah terbentuk
forum
perencanaan
lintas bidang
(musrenbang,
rakor teknis, dll)

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG
RELEVAN DENGAN PD

teknologi sebagai
pendorong utama
daya saing
Standar global
mengenai
transformasi
kelembagaan
pemerintah yang
adaptif, lincah
(agile
government), dan
berbasis hasil
(results-based
management)

Kebutuhan
penyesuaian
kebijakan daerah
terhadap
komitmen global
seperti Agenda

ISU STRATEGIS
PD
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POTENSI
DAERAH
YANG MENJADI
KEWENANGAN
PD

PERMASALAHAN
PD

ISU KLHS
YANG RELEVAN
DENGAN PD

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG
RELEVAN DENGAN PD

2030 (SDGs),
perubahan iklim,
dan keterpaduan
pembangunan
lintas negara dan
wilayah

Dorongan global
untuk pendekatan
pembangunan
yang lintas
sektor,
terintegrasi, dan
berbasis sistem
(systems
thinking) dalam
mengatasi
tantangan
kompleks
pembangunan

ISU STRATEGIS
PD
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3.1 Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Badan
Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

I vy Ll

Perumusan tujuan dan sasaran ,_‘:_
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam dokumen Rencana Strategis
Tahun 2025-2029 dilakukan secara terstruktur dan selaras dengan arah
kebijakan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dan
sasaran Bappeda dirancang sebagai turunan langsung dari visi, misi, serta
arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, dengan memperhatikan

hasil (outcome) program pembangunan yang ditargetkan.

Proses perumusannya juga mempertimbangkan ketentuan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku sesuai tugas pokok
dan fungsi Bappeda dalam mendukung perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah. Dengan pendekatan
ini, arah kebijakan kelembagaan dapat disusun secara terpadu, terukur, dan
akuntabel, guna memperkuat pencapaian sasaran strategis pembangunan
daerah maupun mendukung target pembangunan nasional secara sinergis.

Gambar 3.1: Keterkaitan Antara RPJMD dan Renstra Dalam
Perumusan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

( A
[ RPJMD J [ Outcome/ Program A

[Outcome/ Program BJ <

Sasaran 1 L
Visi d — [Outcome/ Program C
isi dan .
Tujuan
Ml [ 2 j Sasaran 2
J ‘

Sasaran 3

|
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Mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang
memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Rencana
Strategis perangkat daerah, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki
peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Kontribusi Bappeda
diwujudkan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta
fasilitasi perencanaan dan pengembangan yang sejalan dengan arah

pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 3.1: Kontribusi Bappeda Provinsi Kepuluan Riau Terhadap
Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI, MISI,
TUJUAN, DAN
SASRAN
RPJIJMD

Visi RPIMD “Kepulauan Riau Maju, Makmur,
2025-2029 dan Merata”

RUMUSAN INDIKATOR

Melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang bersih,
Misi Ke 4 demokratis, terbuka, berbasis -

teknologi informasi dan berorientasi

pelayanan.
Mewujudkan tata Kelola
_ _ Indeks
Tujuan Daerah | pemerintahan daerah dan .
Reformasi
Ke 1 pelayanan publik yang berbasis
o Birokrasi
digital
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan, Kapasitas
Sasaran Daerah ) )
Keuangan Daerah dan Kualitas Predikat SAKIP

ke 2 _
Pengawasan serta Daya Saing

Daerah

RENS

o= 4
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VISI, MISI,
TUJUAN, DAN
SASRAN RUMUSAN INDIKATOR
RPJMD
. . Predikat SAKIP
Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas
Perangkat Kinerja Pemerintahan dan ISn:i?\ksD[;ae{Zh
Daerah Daya Saing Daerah d
(IDSD)
SAKIP Daerah
komponen
) ) Perencanaan
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja dan
Perangkat Pgreqcanaan Qan Pengukuran Pengukuran
Kinerja Melalui Penerapan N
Daerah . L Kinerja
Manajemen Risiko
Indeks
Manajemen
Risiko (MRI)
Terwujudnya Ekosistem Riset dan
Sasaran 2 ) . ,
P Kat Inovasi Daerah yang Kolaboratif Indeks Inovasi
(l:a)rang ha dalam Mendukung Perencanaan Daerah (1ID)
aera Pembangunan Daerah

Dengan mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran strategis

sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra, serta indikator kinerja

yang telah ditetapkan, maka dirumuskan pula target capaian kinerja yang

terukur untuk masing-masing tujuan dan sasaran. Target tersebut disusun

sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

Bappeda Provinsi

Kepulauan Riau

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

61
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Tabel 3.2 Target Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

Meningkatnya | Predikat SAKIP BB BB BB BB BB A A
Akuntabilitas (Predikat)
Kinerja Indeks Daya Saing
Pemerintahan | - Daerah (IDSD) 3,40 340 | 348 | 35 | 364 | 372 | 3,80
dan Daya (Indeks)
Saing Daerah SAKIP Daerah

Meningkatnya komponen

Kualitas Perencanaan

- 45,93 46,18 | 46,43 | 46,68 | 46,93 | 47,18 | 47,43

Perencanaan dan | Kinerja dan

Pengukuran Pengukuran Kinerja

Kinerja Melalui (Nilai)

Penerapan Indeks Manajemen

Manajemen Risiko | Risiko (MRI) Level 3 Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3

(Indeks)

Terwujudnya

Ekosistem Riset Indeks Inovasi

dan Inovasi Daerah (1ID) Inovatif Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif

Daerah yang (Indeks)

Kolaboratif dalam

62

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

TUJUAN

BASELINE
SASARAN INDIKATOR 2024
Mendukung
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

TARGET TAHUN

KET
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3.2 Strategi Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Dalam /g -
Mencapai Tujuan dan Sasaran “

I

i
%‘ s a P

Sejalan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang

Rencana Strategis

[ .

mengedepankan keterpaduan antara dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra)
perangkat daerah, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi
strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Peran tersebut diwujudkan melalui
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, penelitian, dan
pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam
penguatan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan
informasi pembangunan, fasilitasi kebijakan berbasis riset, serta
penyusunan inovasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan

efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan kerangka tersebut, berikut dirumuskan Strategi
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau untuk periode perencanaan tahun 2025—
2029:

Tabel 3.2: Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2026

12 9 srrateci
> ©/Q Peningkatan keselarasan antar dokumen

perencanan Provinsi dengan Kab/Kota

SASARAN 1 dan Nasional

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan
Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan
Manajemen Risiko

g' " sTRATEGI 2
& H Peningkatan kualitas perencanaan dan
E . » pengendalian Pembangunan Daerah yang
H berorientasi pada kinerja melalui
TUJUAN 1 E penerapan manajemen risiko
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja =~ [esssssccccces :
Pemerintahan dan Daya Saing Daerah :
v
SASARAN 2 | STRATEGI 3
Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi T Mempgrkuat peran riset dan kajian
Daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung il 4 stralegis dalam mendukung
Perencanaan Pembangunan Daerah kesinambungan kebijakan perencanaan
pembangunan

2025-2029
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Tabel 3.3: Penahapan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

TAHAP | TAHUN FOKUS TAHAPAN

Penataan awal sistem perencanaan
Tahap 1 2026 | pembangunan daerah yang dan berbasis
kebutuhan riset

Konsolidasi mekanisme perencanaan berbasis
Tahap 2 2027 | kinerja yang didukung penguatan kolaborasi
litbang

Akselerasi integrasi hasil litbang ke dalam

Tahap 3 2028 dokumen perencanaan tematik dan sektoral

Optimalisasi pengendalian dan evaluasi
Tahap 4 2029 | pembangunan berbasis data, hasil riset, dan
sistem inovasi daerah

Konsolidasi keberlanjutan sistem perencanaan
Tahap 5 2030 | dan penguatan kelembagaan litbang secara
terpadu

3.3 Arah Kebijakan Badan
Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau
Dalam Mencapai Tujuan dan | | |
Sasaran Rencana Strategis .| ¥ AN

Dalam rangka mewujudkan peran strategisnya sebagai institusi yang
mengoordinasikan  perencanaan, penelitian, dan pengembangan
pembangunan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah kebijakan yang
sejalan dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini disusun tidak hanya
sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai
upaya operasionalisasi berbagai norma, standar, prosedur, dan kriteria
(NSPK) yang relevan. Dalam rangka mewujudkan peran strategisnya

sebagai institusi yang mengoordinasikan perencanaan, penelitian, dan

2025-2029
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pengembangan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah kebijakan yang
sejalan dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini disusun tidak hanya
sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai
upaya operasionalisasi berbagai norma, standar, prosedur, dan kriteria

(NSPK) yang relevan.

Tabel 3.4: Arah Kebijakan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

OPERASIONALISASI KEQEQEAN ARAH KEBIJAKAN
NSPK RPIMD RENSTRA BAPPEDA
Memantapkan Mengembangkan
Penerapan Norma dan sikronisasi mekanisme penyelarasan
Standar Perencanaan perencanaan, kebijakan pembangunan
Kolaboratif Pemerintah penganggaran, antar level Pemerintahan

Daerah

pelaksanaan dan
pengendalian
pelakasanaan

dan antar sektor secara
dinamis

Mengarahkan perencanaan

Penyesuaian terhadap rencana pembangunan daerah untuk
embangunan
RPJPN 2025-2045 dan | hoo o mendukung sasaran

RPJMD Provinsi

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan

pembangunan jangka
panjang secara konsisten
dan berkelanjutan

Meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan
daerah yang berbasis data,
riset, dan berorientasi
kinerja

RENS
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OPERASIONALISASI
NSPK

ARAH
KEBIJAKAN
RPJMD

ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA BAPPEDA

Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara
Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

Permen PANRB tentang
Sistem Manajemen Risiko
dalam Tata Kelola
Pemerintahan

Perpres No. 39 Tahun
2019 tentang Satu Data
Indonesia dan integrasi
sistem informasi
pembangunan

Perpres No. 38 Tahun
2023 tentang Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)

Implementasi
Permenristek/BRIN tentang
penguatan ekosistem
inovasi daerah

Kebijakan
Kemendikbudristek dan
Bappenas tentang
kolaborasi multipihak
dalam litbang

Permen PANRB dan
regulasi Sumber Daya
Manusia Litbang

Implementasi Manajemen
Risiko dalam siklus
perencanaan serta
penguatan fungsi
monitoring dan evaluasi
pembangunan daerah

Mengoptimalkan
pemanfaatan sistem
informasi perencanaan dan
evaluasi pembangunan
berbasis digital dan
integratif

Peningkatan relevansi
rekomendasi dan
pemanfaatan hasil riset
dalam perencanaan
pembangunan daerah

Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) untuk
mendukung daya saing

Penguatan kolaborasi dan
jejaring riset lintas sektor

Penguatan kapasitas
kelembagaan dan SDM
kelitbangan

REN

\
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4.1 Program, Kegiatan, dan (m \\
Subkegiatan Renstra Badan @ |
Perencanaan, Penelitian, dan J
Pengembangan Provinsi §:3d

Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

— 9
—

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana
Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun
melalui proses penurunan (cascading) yang sistematis dari tujuan dan
sasaran strategis perangkat daerah. Proses ini dilakukan dengan
mengaitkan setiap level perencanaan dengan outcome dan output yang
ingin dicapai secara konkret. Penyusunan ini mengacu pada pendekatan
perencanaan terpadu yang menyinergikan tugas pokok dan fungsi Bappeda
dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, guna
memastikan konsistensi, keselarasan, serta akuntabilitas dalam
pelaksanaan pembangunan bidang perencanaan, penelitian, dan
pengembangan. Semua program dan kegiatan disusun mengikuti
nomenklatur resmi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri dan perubahannya. Selain itu, daftar program dalam
dokumen Renstra ini juga mengantisipasi arah kebijakan tahun 2030
sebagai landasan awal kesinambungan rencana, sekaligus menjadi
referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Tahun 2030.

Gambar 4.1: Mekanisme Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

Tupoksi I:> Tujuan I:> Sasaran

PD
Sasaran ..‘:::::::::::::::i_i | .\\
RPJIMD Outcome Z22°2°0>  Program PD
Output 77777 > Kegiatan &

Subkegiatan

2025-2029
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Tabel 4.1 Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

BIDANG
URUSAN
/PROGRAM
/OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELINE
2024

2025

5.01 -
PERENCANAAN

33.827.541.514,94

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

35.457.153.370,94

35.584.050.217,25

35.560.080.662,58

39.844.085.181,97

KET

5.01.01 -
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
PROVINSI

27.446.169.976,13

28.672.435.716,14

28.902.983.554,25

29.518.774.204,58

31.550.214.726,97

Meningkatnya
Akuntabilitas,
Kualitas,
Efektivitas Kinerja
dan Pelayanan
Badan
Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi
Kepulauan Riau

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah
(Predikat)

BB

Indeks Kepuasan
Masyarakat (Indeks)

90,093

90,5

91

Indeks

Profesionalisme
SDM Perangkat
Daerah (Indeks)

78,23

78,48

78,98

27.446.169.976,13

91,5

28.672.435.716,14

79,48

92

79,98

28.902.983.554,25

92,5

80,48

29.518.774.204,58

93

80,98

Bappeda

31.550.214.726,97

Bappeda

Bappeda

5.01.02 -
PROGRAM
PERENCANAAN
PENGENDALIAN
, DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH

3.150.000.000,00

3.177.327.000,00

2.325.000.000,00

1.997.694.000,00

3.950.000.000,00

Meningkatnya
Kualitas

Persentase Capaian
Indikator Kinerja
Utama Daerah (%)

60

80

80

3.150.000.000,00

80

3.177.327.000,00

90

2.325.000.000,00

90

1.997.694.000,00

100

3.950.000.000,00

Bappeda
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG
URUSAN INDIKATOR BASELINE
/PROGRAM OUTCOME 2024 | 292 KET
/OUTCOME
Perencanaan Persentase Capaian
dan Target Kinerja
Pengendalian Pembangunan
Pemgbangunan Kabupaten/Kota 0 71,42 | 7347 75,51 77,55 79,59 81,63 Bappeda
Daerah dengan Provinsi
pada RKPD (%)
Persentase Tingkat
Penurunan Nilai
Risiko Daerah
(Residual risk) 0 16,67 | 14,29 11,9 9,52 7,14 4,76 Bappeda
melalui Penerapan
Menejemen Risiko
(%)
5.01.03 -
PROGRAM
KOORDINASI
gﬁ\l’\ILRONISASI 3.231.371.538,81 3.607.390.654,80 4.356.066.663,00 4.043.612.458,00 4.343.870.455,00
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase
Keselarasan
Program Prioritas
RKPD dengan KUA
PPAS Perangkat 0 76,19 | 80,95 85,71 90,48 95,24 100 Bappeda
Meningkatnya Daerah Mitra Bidang
Sinkronisasi Pemerintahan dan
Pembangunan
Perencanaan Manusia (%) 3.231.371.538,81 3.607.390.654,80 4.356.066.663,00 4.043.612.458,00 4.343.870.455,00
Pembangunan Rata-rata nilai
Daerah SAKIP Perencanaan
dan Pengukuran
Mitra Bidang 45,94 47,97 46,94 47,44 47,94 48,44 48,94 Bappeda
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia (Nilai)
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BIDANG
URUSAN
/PROGRAM
/OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELINE
2024

2025

Persentase Program
Perangkat Daerah
yang Mendukung
PN pada Renja
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia (%)

72,29

77,11

Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia yang Telah
Menerapkan
Manajemen Risiko
(%)

58,82

81,93

Persentase
Keselarasan
Program Prioritas
RKPD dengan KUA
PPAS Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
(%)

100

100

100

70,59

Rata-rata nilai
SAKIP Perencanaan
dan Pengukuran
Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
(Nilai)

46,83

48,08

47,83

100

Persentase Program
Perangkat Daerah
yang Mendukung
PN pada Renja
Perangkat Daerah

18,64

18,64

48,33

20,34

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

86,75

82,35

100

48,83

20,34

92,77

94,12

100

100

100

KET

Bappeda

49,33

100

Bappeda

22,03

49,83

Bappeda

22,03

Bappeda

Bappeda
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BIDANG
URUSAN
/PROGRAM
/OUTCOME

INDIKATOR
OUTCOME

BASELINE
2024

2025

Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
(%)

Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
yang Telah
Menerapkan
Manajemen Risiko
(%)

20

20

Persentase
Keselarasan
Program Prioritas
RKPD dengan KUA
PPAS Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan (%)

100

100

30

Rata-rata nilai
SAKIP Perencanaan
dan Pengukuran
Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan (Nilai)

45

46,89

46

100

Persentase Program
Perangkat Daerah
yang Mendukung
PN pada Renja
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan (%)

52

52

46,5

52

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

30

100

47

63

40

100

40

KET

47,5

100

Bappeda

63

48

Bappeda

63

Bappeda

Bappeda

72
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BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
URUSAN INDIKATOR BASELINE
/PROGRAM OUTCOME 2024 | 20%° KET
/OUTCOME
Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan yang 0 86 100 100 100 100 100 Bappeda
Telah Menerapkan
Manajemen Risiko
(%)
5.05 -
PENELITIAN
DAN 1.270.000.000,00 1.350.000.000,00 1.300.000.000,00 1.110.000.000,00 1.700.000.000,00
PENGEMBANGA
N
5.05.02 -
PROGRAM
EiT‘ELITIAN 920.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.050.000.000,00 1.200.000.000,00
PENGEMBANGA
N DAERAH
Persentase Hasil
Riset yang
direkomendasikan 70 75 80 85 90 95 100 Bappeda
Meningkatnya (%)
Peran Riset dan
Inovasi dalam | Persentase Inovasi 70 75 75 920.000.000,00 | 80 | 1.200.000.000,00 | 80 | 1.200.000.000,00 | 85 1.050.000.000,00 | 85 | 1.200.000.000,00 | Bappeda
Mendukung yang dilaporkan (%)
Pembangunan
Daerah Jumlah Diseminasi
Hasil Kelitbangan 20 20 20 20 20 20 20 Bappeda
(Karya)
5.05.03 -
PROGRAM
RISET DAN 350.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 500.000.000,00
INOVASI
DAERAH
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BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
URUSAN INDIKATOR BASELINE ‘ ‘ ‘
/PROGRAM OUTCOME 2024 | 20%° KET
/OUTCOME ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Meningkatnya Persentase naskah
Kebijakan kebijakan berbasis
Berbasi i hasil riset yan
d;;;ss Buki direkomen)(l:las?kan 0 0 100 350.000.000 100 105.000.000 100 30.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 | Bappeda
Perencanaan dalam Dokumen
Pembangunan Perencanaan (%)

41.544.085.181,97

TOTAL KESELURUHAN 35.097.541.514,94 36.807.153.370,94 36.884.050.217,25 36.670.080.662,58

i

2025-2029
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Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Meningkatnya Predikat SAKIP (Predikat) Tujuan
Pemerintahan, o
Kapasitas Akuntabilitas
P Kinerja
Keuangan .
Pemerintahan
Daerah dan
Kualitas da_n Daya Indeks D Saing D h
Saing Daerah ndeks Daya Saing Daera Tujuan
Pengawasan (IDSD) (Indeks)
serta Daya
Saing Daerah
Sasaran 1:
Meningkatnya SAKIP Daerah komponen
Kualitas Perencanaan Kinerja dan Sasaran
Perencanaan Pengukuran Kinerja (Nilai)
dan
Pengukuran
Kinerja
Melalui Indeks Manajemen Risiko
Penerapan (MRI) (Indeks) Skl
Manajemen
Risiko
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT

Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

INDIKATOR

Jumlah Berita Acara Hasil

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET

Sinkronisasi dan Harmonisasi 5.01.01.1.01 -
Pusat dan Daerah dalam Perencanaan,
Rangka Mendukung Target Penganggaran, dan Kegiatan
Pembangunan Nasional melalui | Evaluasi Kinerja Perangkat
Koordinasi Teknis Daerah
Pembangunan (Berita Acara)
5.01.01.1.01 -
Jumlah Dokumen Perencanaan gerencanaan, d Keoiat
Perangkat Daerah (Dokumen) Eengangggran_, an egiatan
valuasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi 5.01.01.1.01 -
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | Perencanaan,
Koordinasi Penyusunan Penganggaran, dan Kegiatan

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Laporan)

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

76

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
5.01.01.1.01 -
Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Kegiatan

(Laporan)

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

5.01.01.1.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Subkegiatan

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Laporan)

5.01.01.1.01.0006 —
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Subkegiatan

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
(Laporan)

5.01.01.1.01.0007 —
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Subkegiatan

Jumlah Berita Acara Hasil
Sinkronisasi dan Harmonisasi
Pusat dan Daerah dalam
Rangka Mendukung Target
Pembangunan Nasional melalui
Koordinasi Teknis
Pembangunan (Berita Acara)

5.01.01.1.01.0012
Sinkronisasi dan
Harmonisasi Pusat dan
Daerah dalam Rangka
Mendukung Target
Pembangunan Nasional
melalui Koordinasi Teknis
Pembangunan

Subkegiatan

Meningkatnya

Jumlah Dokumen Hasil

5.01.01.1.02 — Administrasi

Layanan Penyediaan Administrasi Keuanaan Peranakat Kegiatan

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9 9 9
Daerah

Keuangan (Dokumen)

RENSTRA
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
Perangkat Jumlah Dokumen Pelaporan 5.01.01.1.02 — Administrasi
Daerah dan Analisis Prognosis Realisasi | Keuangan Perangkat

Anggaran (Dokumen)

Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Laporan)

5.01.01.1.02 — Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)

5.01.01.1.02 — Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

5.01.01.1.02 — Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

5.01.01.1.02.0001
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Subkegiatan

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
(Dokumen)

5.01.01.1.02.0002
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Subkegiatan

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Laporan)

5.01.01.1.02.0005 —
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Subkegiatan

RENSTRA
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)

5.01.01.1.02.0007 —
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

Subkegiatan

Jumlah Dokumen Pelaporan

5.01.01.1.02.0008
Penyusunan Pelaporan dan

dan Analisis Prognosis Realisasi = : .. | Subkegiatan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran (Dokumen)
Anggaran
Jumiah Orang yang Mengikuti | 5 1 41 1 o5 _ Administrasi
Bimbingan Teknis Implementasi :
Kepegawaian Perangkat
Meninakatnva Peraturan Perundang- Daerah
La a:ngn y Undangan (Orang)
yane . Jumlah Paket Pakaian Dinas 5.01.01.1.05 — Administrasi
Administrasi . . .
K ; Beserta Atribut Kelengkapan Kepegawaian Perangkat Kegiatan
epegawaian
(Paket) Daerah
HERILET Jumlah Pegawai Berdasarkan
Daerah g 5.01.01.1.05 — Administrasi

Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)

Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan
(Paket)

5.01.01.1.05.0002 —
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Subkegiatan

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)

5.01.01.1.05.0009 —
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Subkegiatan

RENSTRA
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OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan (Orang)

5.01.01.1.05.0011 —
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Subkegiatan

Meningkatnya
Layanan
Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
(Dokumen)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD (Dokumen)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan (Paket)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Kegiatan

2025-2029
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TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan
(Paket)

5.01.01.1.06 — Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

5.01.01.1.06.0001
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Subkegiatan

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan
(Paket)

5.01.01.1.06.0003
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Subkegiatan

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan (Paket)

5.01.01.1.06.0004
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Subkegiatan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

5.01.01.1.06.0005
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Subkegiatan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

5.01.01.1.06.0006
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan

Subkegiatan

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

5.01.01.1.06.0008 —
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Subkegiatan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

5.01.01.1.06.0009
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Subkegiatan

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD (Dokumen)

5.01.01.1.06.0010
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Subkegiatan

RENSTRA
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Jumlah Dokumen Dukungan 5.01.01.1.06.0011 —
Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan
Pemerintahan Berbasis Sistem Pemerintahan Subkegiatan
Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada
(Dokumen) SKPD
5.01.01.1.07 — Pengadaan
Jumlah Paket Mebel yang Barang Milik Daerah
Disediakan (Paket) Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Menlngkgtnya Jumlah Unit Kendaraan Dinas 5.01.01.1._0_7 — Pengadaan
ketersediaan . Barang Milik Daerah .
- Operasional atau Lapangan 7 Kegiatan
Barang Milik ang Disediakan (Unit) Penunjang Urusan
Daerah yang Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Peralatan dan 5.01.01.1.07 — Pengadaan
. . o Barang Milik Daerah
Mesin Lainnya yang Disediakan :
(Unit) Penunj_ang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Dinas ggri.g%i.alé?:k%?\%ir_aan
Operasional atau Lapangan =ng ; Subkegiatan
L . Dinas Operasional atau
yang Disediakan (Unit) L
apangan
Jumlah Paket Mebel yang 5.01.01.1.07.0005 — :
Disediakan (Paket) Pengadaan Mebel Subkegiatan
Jumlah Unit Peralatan dan 5.01.01.1.07.0006 —
Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Subkegiatan
(Unit) Mesin Lainnya
St Ja5a | oss omompas Sumhe Beya | SOLELLOG - Peryediaar
Ve« . o » SUmber Lay Jasa Penunjang Urusan Kegiatan
Penunjang Air dan Listrik yang Disediakan )
Pemerintahan Daerah
Urusan (Laporan)

2025-2029
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SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET

Pemerintahan

Jumlah Laporan Penyediaan

5.01.01.1.08 — Penyediaan

Daerah Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Penunjang Urusan
yang Disediakan (Laporan) Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan 5.01.01.1.08 — Penyediaan
Jasa Peralatan dan .
Perlengkapan Kantor yang e P.enunjang CITRED)
s Pemerintahan Daerah
Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan 5'01'01'1'03 — Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan) e P.enunjang D
Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan 5'01'0121'08'0001 _
Penyediaan Jasa Surat Subkegiatan
Jasa Surat Menyurat (Laporan) M
enyurat
Jumlah Laporan Penyediaan 5.01.01.1.08.0002
Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Penyediaan Jasa Subkeaiatan
Air dan Listrik yang Disediakan Komunikasi, Sumber Daya 9
(Laporan) Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan 501.01.1.08.0003
Jasa Peralatan dan di | bkea
Perlengkapan Kantor yang Penyediaan Jasa Peralatan | Subkegiatan
o dan Perlengkapan Kantor
Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan 5.01.01.1.08.0004 -
Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Subkegiatan
yang Disediakan (Laporan) Pelayanan Umum Kantor
Optimalnya Joumelrzr;igr?;d:tﬁ?tggﬁsan 5.01.01.1.09 —
Pemeliharaan P L pang Pemeliharaan Barang Milik .
" yang Dipelihara dan . Kegiatan
Barang Milik Dibavarkan Paiak dan Daerah Penunjang Urusan
Daerah Y J Pemerintahan Daerah

Perizinannya (Unit)

RENSTRA

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
Jumlah Kendaraan Perorangan | 5.01.01.1.09 —

Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya (Unit)

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit)

5.01.01.1.09 —
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

5.01.01.1.09 —
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya (Unit)

5.01.01.1.09.0001
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Subkegiatan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajak dan Perizinannya (Unit)

5.01.01.1.09.0002
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Subkegiatan

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit)

5.01.01.1.09.0006
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Subkegiatan

RENSTRA

2025-2029
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Jumlah Sarana dan Prasarana gﬁégiﬁg}giﬁgle%abilitasi
Gedung Kantor atau Bangunan Sarana dan Prasarana Subkegiatan
Lainnya yang 9

Optimalnya
Pelaksanaan
Penyusunan
Perencanaan
dan Pendanaan

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

Jumlah Berita Acara Forum
Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah (Berita
Acara)

Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

5.01.02.1.01 — Penyusunan
Perencanaan dan
Pendanaan

Jumlah Berita Acara Konsultasi
Publik (Berita Acara)

5.01.02.1.01 — Penyusunan
Perencanaan dan
Pendanaan

Kegiatan
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Jumlah Berita Acara 5.01.02.1.01 — Penyusunan
Musrenbang Provinsi (Berita Perencanaan dan
Acara) Pendanaan
Ui N DO [PEEHICEEEN 5.01.02.1.01 - Penyusunan
Pembangunan Daerah Provinsi
. Perencanaan dan
yang Ditetapkan Pendanaan
(RPJPD/RPIJMD/RKPD)
5.01.02.1.01 — Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan 5.01.02.1.01 — Penyusunan
Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan dan
Perencanaan Pembangunan Pendanaan
Daerah (Dokumen)
5.01.02.1.01.0002 —
Jumlah Telaahan Dokumen Koordinasi Penelaahan
Dokumen Perencanaan .
Perencanaan Pembangunan Subkegiatan

Daerah (Dokumen)

Pembangunan Daerah

dengan Dokumen Kebijakan

Lainnya

Jumlah Berita Acara Konsultasi
Publik (Berita Acara)

5.01.02.1.01.0003
Pelaksanaan Konsultasi
Publik

Subkegiatan

Jumlah Berita Acara Forum
Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah (Berita
Acara)

5.01.02.1.01.0004 —
Koordinasi Pelaksanaan
Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat
Daerah

Subkegiatan

Jumlah Berita Acara
Musrenbang Provinsi (Berita
Acara)

5.01.02.1.01.0005
Pelaksanaan Musrenbang
Provinsi

Subkegiatan

RENSTRA
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5.01.02.1.01.0006 —
Jumlah Dokumen Perencanaan | Koordinasi Penyusunan dan
Pemba_ngunan Daerah Provinsi | Penetapan Dokumen Subkegiatan
yang Ditetapkan Perencanaan
(RPIJPD/RPIMD/RKPD) Pembangunan Daerah
Provinsi
5.01.02.1.02 - Analisis Data
Optimalnya Jumlah Buku Profil dan Informasi Pemerintahan

Pelaksanaan
Analisis Data dan
Informasi
Pemerintahan
Daerah Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Pembangunan Daerah yang
Diterbitkan (Buku)

Daerah Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Data untuk Penyusunan
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan
Daerah)

5.01.02.1.02 - Analisis Data
dan Informasi Pemerintahan
Daerah Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Data untuk Penyusunan
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan
Daerah)

5.01.02.1.02.0001 —
Analisis Data dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Subkegiatan

Jumlah Buku Profil
Pembangunan Daerah yang
Diterbitkan (Buku)

5.01.02.1.02.0004
Penyusunan Profil
Pembangunan Daerah
Provinsi

Subkegiatan

RENSTRA
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Jumlah Dokumen Perencanaan 5'01'02'1'0.3 - _
Pengendalian, Evaluasi dan
Pembangunan Kabupaten/Kota X
ke : Pelaporan Bidang
. yang Difasilitasi/Evaluasi
Optimalnya (Dokumen) Perencanaan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, 5.01.02.1.03 -
Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah Pelaporan Bidang Kegiatan
Bidang (Laporan) Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Jumlah Laporan Hasil 5.01.02.1.03 -
Daerah b Pengendalian, Evaluasi dan

Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
(Laporan)

Pelaporan Bidang
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
(Laporan)

5.01.02.1.03.0001 —
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah di Provinsi

Subkegiatan

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah
(Laporan)

5.01.02.1.03.0003 -
Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

Subkegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Kabupaten/Kota
yang Difasilitasi/Evaluasi
(Dokumen)

5.01.02.1.03.0004
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

Subkegiatan

RENSTRA

2025-2029
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Optimalnya
Koordinasi
Perencanaan
Bidang
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Manusia

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia yang

PROGRAM / KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

5.01.03.1.01 — Koordinasi
Perencanaan Bidang

KET

Dikoordinir Penyusunannya Pemerintahan dan ey
(RPJPD, RPIMD dan RKPD) Pembangunan Manusia
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Perenqanaan 5.01.03.1.01 — Koordinasi
Pembangunan Daerah Bidang )
. . o Perencanaan Bidang .
Pemerintah yang Dikoordinir . Kegiatan
Pemerintahan dan
PEMUSITENTIE (RPLRD. Pembangunan Manusia
RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 9
Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen 5.01.03.1.01 — Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Bidang Kegiatan

Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
(Laporan)

Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
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Jumlah Laporan Hasil Asistensi 5.01.03.1.01 — Koordinasi
Penyusunan Dokumen :
Perencanaan Bidang .
Perencanaan Pembangunan . Kegiatan
; Pemerintahan dan
Perangkat Daerah Bidang .
: Pembangunan Manusia
Pemerintahan (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi 5.01.03.1.01 — Koordinasi
Penyusunan Dokumen .
Perencanaan Bidang .
Perencanaan Pembangunan . Kegiatan
. Pemerintahan dan
Perangkat Daerah Bidang .
) Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia
(Laporan)
Jumlah Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi 5.01.03.1.01 — Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keai
: egiatan
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pemerintahan (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil o
X . : 5.01.03.1.01 — Koordinasi
Sinkronisasi Renstra/Renja -
dengan RKPD/RPJMD pada Perenc_anaan kg Kegiatan
Bidang Pembangunan Manusia PEETEWER CETi
9 9 Pembangunan Manusia
(Laporan)
Jumlah Laporan Hasil 5.01.03.1.01 — Koordinasi
Sinkronisasi Renstra/Renja Perencanaan Bidang Kegiatan

dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pemerintahan (Laporan)

Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

2025-2029
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TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) (Dokumen)

5.01.03.1.01.0001 —
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

Subkegiatan

Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen

5.01.03.1.01.0002 —
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Subkegiatan
i Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah Bidang .
: Daerah Bidang
Pemerintahan (Laporan) .
Pemerintahan
. 5.01.03.1.01.0003
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitorin
Monitoring dan Evaluasi luasi 9
Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Penyusunan .
Dokumen Perencanaan Subkegiatan

Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan (Laporan)

Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pemerintahan (Laporan)

5.01.03.1.01.0004 —
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan

Subkegiatan

RENSTRA
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SASARAN
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OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia yang
Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD)
(Dokumen)

5.01.03.1.01.0005 —
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPIJMD
dan RKPD)

Subkegiatan

Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan

5.01.03.1.01.0006 —
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Subkegiatan
Pembangunan Manusia Daerah Bidang

(Laporan) Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil 5.01.03.1.01.0007

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring

Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencanaan Subkegiatan

Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
(Laporan)

Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil
Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pembangunan Manusia
(Laporan)

5.01.03.1.01.0008 —
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan
Manusia

Subkegiatan

RENSTRA
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RELEVAN
Jumiah Dokumen Perencanaan | g o, 3 10 — Koordinasi
Pembangunan Daerah Bidang :
Perekonomian yang Dikoordinir PEMEMSETEET Sl Ery Kegiatan
Perekonomian dan SDA
Penyusunannya (RPJPD, (Sumber Daya Alam)
RPJMD dan RKPD) (Dokumen) Y
Jumlah Bekumen Perenqanaan 5.01.03.1.02 — Koordinasi
Pembangunan Daerah Bidang .
. - Perencanaan Bidang .
SDA yang Dikoordinir . Kegiatan
. Perekonomian dan SDA
Optimalnya Penyusunannya (RPJPD, (Sumber Daya Alam)
Koordinasi RPJMD dan RKPD) (Dokumen) Y
Perencanaan Jumlah Laporan Hasil
Bidang Monitoring dan Evaluasi 5.01.03.1.02 — Koordinasi
Perekonomian Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kegiatan
dan SDA Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA 9
(Sumber Daya Perangkat Daerah Bidang (Sumber Daya Alam)
Alam) Perekonomian (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil 5.01.03.1.02 — Koordinasi
Sinkronisasi Renstra/Renja Perencanaan Bidang Kegiatan
dengan RKPD/RPJMD pada Perekonomian dan SDA 9
Bidang Perekonomian (Laporan) | (Sumber Daya Alam)
Jumlah Laporan Hasil 5.01.03.1.02 — Koordinasi
Sinkronisasi Renstra/Renja Perencanaan Bidang .
Kegiatan

dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang SDA (Laporan)

Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) (Dokumen)

5.01.03.1.02.0001 —
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

Subkegiatan
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
Jumlah Laporan Hasil 5'01'03'1'02'0003. .
o . Pelaksanaan Monitoring
Monitoring dan Evaluasi dan Evaluasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen y .
Dokumen Perencanaan Subkegiatan
Perencanaan Pembangunan
. Pembangunan Perangkat
Perangkat Daerah Bidang )
- Daerah Bidang
Perekonomian (Laporan) ;
Perekonomian
5.01.03.1.02.0004 —
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan
Sinkronisasi Renstra/Renja Sinergitas dan Harmonisasi Subkegiatan
dengan RKPD/RPJMD pada Perencanaan 9
Bidang Perekonomian (Laporan) | Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian
5.01.03.1.02.0005 —
Jumlah Dokumen Perencanaan Koordinasi Penvusunan
Pembangunan Daerah Bidang y
; . Dokumen Perencanaan .
SDA yang Dikoordinir Pembanaunan Daerah Subkegiatan
Penyusunannya (RPJPD, ; 9
RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | 219219 SDA (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01.03.1.02.0008 —
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan
Sinkronisasi Renstra/Renja Sinergitas dan Harmonisasi .
dengan RKPD/RPJMD pada Perencanaan Subkegiatan
Bidang SDA (Laporan) Pembangunan Daerah
Bidang SDA
Optimalnya UL 2l (DB ATER Perenqanaan 5.01.03.1.03 — Koordinasi
S Pembangunan Daerah Bidang .
Koordinasi . . Perencanaan Bidang .
Infrastruktur yang Dikoordinir Kegiatan
Perencanaan Infrastruktur dan
) Penyusunannya (RPJPD, :
Bidang Kewilayahan

RPJMD dan RKPD) (Dokumen)

RENSTRA

2025-2029
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
Infra_struktur dan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi 5.01.03.1.03 — Koordinasi
Kewilayahan Penyusunan Dokumen :
Perencanaan Bidang .
Perencanaan Pembangunan Kegiatan
; Infrastruktur dan
Perangkat Daerah Bidang Kewilavahan
Infrastruktur (Laporan) Y
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan 5.01.03.1.03 — Koordinasi
Evaluasi Penyusunan Dokumen | Perencanaan Bidang .
Kegiatan
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Infrastruktur (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil 5.01.03.1.03 — Koordinasi
Sinkronisasi Renstra/Renja Perencanaan Bidang Kegiatan
dengan RKPD/RPJMD pada Infrastruktur dan 9
Bidang Infrastruktur (Laporan) Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil 5.01.03.1.03 — Koordinasi
Sinkronisasi Renstra/Renja Perencanaan Bidang .
Kegiatan

dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Kewilayahan (Laporan)

Infrastruktur dan
Kewilayahan

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) (Dokumen)

5.01.03.1.03.0001 —
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

Subkegiatan

Jumlah Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur (Laporan)

5.01.03.1.03.0002 —
Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

Subkegiatan
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
Jumlah Laporan Hasil 5.01.03.1.03.0003
Pelaksanaan Monitoring dan Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi Penyusunan Dokumen | dan Evaluasi Penyusunan Subkegiatan
Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat
Infrastruktur (Laporan) Daerah Bidang Infrastruktur
5.01.03.1.03.0004 —
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan
Sinkronisasi Renstra/Renja Sinergitas dan Harmonisasi Subkegiatan
dengan RKPD/RPJMD pada Perencanaan
Bidang Infrastruktur (Laporan) Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
5.01.03.1.03.0008 —
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan
Sinkronisasi Renstra/Renja Sinergitas dan Harmonisasi ,
dengan RKPD/RPJMD pada Perencanaan Subkegiatan
Bidang Kewilayahan (Laporan) Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
Sasaran 2:
Terwujudnya
Ekosistem
Riset dan
Inovasi
Daerah yang Indeks Inovasi Daerah (IID)
Kolaboratif (Indeks) SEEEITET
dalam
Mendukung
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2025-2029




BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT

Optimalnya
Penelitian dan
Pengembangan
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan Pengkajian
Peraturan

INDIKATOR

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Fasilitasi,
Pelaksanaan dan Evaluasi

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

5.05.02.1.01 - Penelitian
dan Pengembangan Bidang

KET

Penelitian dan Pengembangan Penyel'enggaraan ez
. .| Pemerintahan dan
Bidang Aparatur dan Reformasi .
X . Pengkajian Peraturan
Birokrasi (Laporan)
Jumlah Laporan Pelaksanaan .
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Sl 02 LI - Penelltle_m
Evaluasi Penelitian dan CEN (PEREEIENEET BfeEnE ]
. Penyelenggaraan Kegiatan
Pengembangan Bidang P intahan d
Keuangan dan Aset Daerah, Pemekrlr_\_ta %n an
Reformasi Birokrasi (Laporan) engkajian Peraturan
5.05.02.1.01 - Penelitian
Jumlah Dokumen Data dan Pengembangan Bidang
Kelitbangan dan Peraturan yang | Penyelenggaraan Kegiatan

Dikelola (Dokumen)

Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
Jumlah Laporan Hasil 5.05.02.1.01.0004 -
Pelaksanaan Fasilitasi, Fasilitasi, Pelaksanaan dan
Pelaksanaan dan Evaluasi Evaluasi Penelitian dan :
Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Bidang Subkegiatan
Bidang Aparatur dan Reformasi | Aparatur dan Reformasi
Birokrasi (Laporan) Birokrasi
Jumlah Laporan Pelaksanaan 5.05.02.1.01.0005 -
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Fasilitasi, Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian dan Evaluasi Penelitian dan Subkegiatan
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang
Keuangan dan Aset Daerah, Keuangan dan Aset
Reformasi Birokrasi (Laporan) Daerah, Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Data 5.05.02.1.01.0012
Kelitbangan dan Peraturan yang | Pengelolaan Data Subkegiatan
Dikelola (Dokumen) Kelitbangan dan Peraturan
Optimalnya
e | B e g | 50502302 penclian |
) X ) . dan Pengembangan Bidang | Kegiatan
Bidang Sosial Bidang Aspek- Aspek Sosial .
dan (Dokumen) Sosial dan Kependudukan
Kependudukan
Jumlah Dokumen Hasil 5.05.02.1.02.0001 —
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan .
Bidang Aspek- Aspek Sosial Pengembangan Bidang Subkegiatan
(Dokumen) Aspek- Aspek Sosial
Optimalnya
Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil 5.05.02.1.03 - Penelitian
Pengembangan Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Bidang

Bidang Ekonomi
dan
Pembangunan

Kelautan dan Perikanan
(Dokumen)

Ekonomi dan
Pembangunan

Kegiatan

RENSTRA
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NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KET
RELEVAN
Jumlah Dokumen Hasil 5.05.02.1.03.0005 —
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Subkegiatan
Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kelautan
(Dokumen) dan Perikanan
Jumlah Laporan Hasil
Optimalnya Pelaksanaan Diseminasi Jenis, 5.05.02.1.04 -
Pengembangan Prosedur dan Metode Pengembangan Kegiatan
Inovasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Inovasi dan Teknologi
Teknologi Daerah yang Bersifat Inovatif
(Laporan)
Jumlah Laporan Hasil 5.05.02.1.04.0003 —
Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Diseminasi Jenis, Prosedur
Prosedur dan Metode dan Metode Subkegiatan

Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang Bersifat Inovatif

Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang
Bersifat Inovatif

Optimalnya
Penelitian, Jumlah naskah kebijakan 5.05.03.1.01 - Penelitian,
Pengem_bangan, berbasis hasil riset (Naskah) Pengembangan,Pengkajian, | Kegiatan
Pengkajian, dan dan Penerapan
Penerapan
. 5.05.03.1.01.0003
Jumiah naskah kebijakan Penyusunan kebijakan Subkegiatan

berbasis hasil riset (Naskah)

berbasis hasil riset
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Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Eggﬁ ?ﬁkj/l// Og'llﬁggl_ll_z / OU'II"\éI?)II}fAé/-g)URTPU B'.‘Fiﬁblm E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
SUBKEGIATAN T 2024 K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
Fungsi Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Bldang
Perencanaan
Meningkatnya Nilai SAKIP
Akuntabilitas, Perangkat Daerah BB A A A A A A
Kualitas, (Predikat)
5.01.01 - Efektivitas
PROGRAM Kinerja dan i [
ndeks Kepuasan
EE’E,LS’%ANG gz'é";’r?”a” Masya,ak;’t 90.093 90,50 01,00 |27.446.169.976,13 | 9150 |28.672.435.716,14 | gpqp |28.902.983.554,25 | gp50 |29.518.774.20458 | 9300 | 31.550.214.726,97
PEMERINTAHAN | Perencanaan, (Indeks)
DAERAH PROVINSI | Penelitian dan IndeKs
T B el Profesionalisme
Provinsi 78,23 78,48 78,98 79,48 79,98 80,48 80,98
Kepulauan Riau SDM Perangkat
Daerah (Indeks)
Jumlah Berita Acara
Hasil Sinkronisasi
dan Harmonisasi
Pusat dan Daerah
dalam Rangka
Mendukung Target 0 0 1 1 1 1 1
Pembangunan
Meningkatnya Nasior_1a| n_1e|a|ui_
5.01.01.1.01 - Kualitas gg%g;”%ﬂg::”'s
Perencanaan, Perencanaan, (Berita Acara)
Penganggaran, dan | Penganggaran, Jumlah Laporan 425.000.000,00 375.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 450.000.000,00
Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja dan
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Ikhtisar Realisasi
PEGE Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi 2 0 5 5 5 5 5
Penyusunan

Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD (Laporan)
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II"éI?)II}fAé/-g)URTPU B"‘F:EbINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT T 2024
SUBKEGIATAN K PAGU PAGU K PAGU PAGU PAGU
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja 5 0 1
Perangkat Daerah
(Laporan)
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah g € ®
(Dokumen)
5.01.01.1.01.0001 - Tersusunnya Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen K h 3 3 150.000.000,00 150.000.000,00 6 150.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00
Perencanaan Eerencinagn o Pszring at Daeral
Perangkat Daerah erangkat Daeral (Dokumen)
Tersedianya
Laporan Capaian Jumla_xh Lapora_m
S Capaian Kinerja dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
5.01.01.1.01.0006 - | Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD dan
Koordinasi dan Kinerja SKPD dan ! -
Penyusunan Laporan| Laporan Hasil Laporan Hasil
: - A Koordinasi 2 0 75.000.000,00 75.000.000,00 5 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Capaian Kinerja dan | Koordinasi P
! S enyusunan
Ikhtisar Realisasi Penyusunan .
L . Laporan Capaian
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kineria dan Ikhti
Kinerja dan inerja dan Ikhtisar
- . Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi SKPD (Laporan)
Kinerja SKPD P
5.01.01.1.01.0007 - | Terlaksananya é‘j/;f‘;;i?ﬁ:‘g
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja ! 5 0 50.000.000,00 50.000.000,00 1 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
(Laporan)
5.01.01.1.01.0012 - Tgrcapa_unya_l Jum_lah_ Berlta_ Acz_:lra
: o Sinkronisasi dan Hasil Sinkronisasi
Sinkronisasi dan Harmonisasi dan Harmonisasi
Harmonisasi Pusat
Pusat dan Daerah Pusat dan Daerah
dan Daerah dalam
Rangka Mendukung dalam Rangka dalam Rangka
Target Mendukung Mendukung Target 0 0 150.000.000 100.000.000 1 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Pergban unan Target Pembangunan
g Pembangunan Nasional melalui

Nasional melalui
Koordinasi Teknis
Pembangunan

Nasional melalui
Koordinasi Teknis
Pembangunan

Koordinasi Teknis
Pembangunan
(Berita Acara)
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

OUTCOME /
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME/OUTPU
T

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

5.01.01.1.02 -
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Meningkatnya
Layanan
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Pelaporan dan
Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
(Dokumen)

Jumlah Dokumen
Hasil Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN (Dokumen)

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)

90

77

126

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semeste
ran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
(Laporan)

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

23.658.812.491,78

128

130

24.370.155.728,14

25.300.185.256,04

132

26.250.424.985,57

134

27.359.450.288,97

5.01.01.1.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji
dan Tunjangan
ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
(Orang/Bulan)

90

7

126

22.895.492.491,78

128

3.696.835.728,14

130

24.611.865.256,04

132

25.592.104.985,57

134

26.471.130.288,97

5.01.01.1.02.0002 -
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Tersedianya
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

Jumlah Dokumen
Hasil Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN (Dokumen)

613.320.000,00

613.320.000,00

613.320.000,00

613.320.000,00

613.320.000,00

RENSTRA
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II"éI?JII}fAé/-I;;)URTPU B'.‘F:Eblm E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT T 2024
SUBKEGIATAN K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
'Ll'ersedlanya Jumlah Laporan
aporan ;
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
5.01.01.1.02.0005 - 9 Tahun SKPD dan
A Tahun SKPD dan f
Koordinasi dan Laporan Hasil Laporan Hasil
Penyusunan Laporan Kozrdinasi Koordinasi 1 0 1 50.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 15.000.000,00 1 25.000.000,00
Keuangan Akhir Penyusunan Penyusunan
Tahun SKPD L yr n Laporan Kauangan
apora ) Akhir Tahun SKPD
Kauangan Akhir (Laporan)
Tahun SKPD p
Tersedianya
Laporan
Keuangan Jumlah Laporan
Bulanan/ Keuangan Bulanan/
5.01.01.1.02.0007 - | Triwulanan/Seme Triwulanan/Semeste
Koordinasi dan steran SKPD dan ran SKPD dan
Penyusunan Laporan| Laporan Laporan Koordinasi 1 0 1 50.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 15.000.000,00 1 25.000.000,00
Keuangan Bulanan/ | Koordinasi Penyusunan
Triwulanan/Semester| Penyusunan Laporan Keuangan
an SKPD Laporan Bulanan/Triwulanan/
Keuangan Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulan (Laporan)
an/Semesteran
SKPD
5.01.01.1.02.0008 - | rersedianya Jumlah Dokumen
Dokumen
Penyusunan Pelaporan dan Pelaporan dan
Pelaporan dan Analisis Prognosis Analisis Prognosis 0 0 1 50.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 15.000.000,00 1 25.000.000,00
Analisis Prognosis ISIS Frog Realisasi Anggaran
S Realisasi
Realisasi Anggaran (Dokumen)
Anggaran
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
S ;Z':;‘t'jrg‘;p'eme”‘as' 0 0 100 100 100 50 100
eningkatnya
5'(101'.0;'"1'05. ) Layanan Perundang-
ﬁemé”':xgis;n Administrasi Undangan (Orang) 555.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00
Pefanggkat Daerah Kepegawaian Jumlah Paket
Perangkat Daerah P”T‘i‘ S_ G
akaian Dinas 0 0 2 2 0 0 0

Beserta Atribut
Kelengkapan (Paket)
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%I?)IITAQ/I?URTPU B"‘FEEIEJINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
SUBKEGIATAN T 2024 K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang 20 2 12 10 10 10 10
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)
5.01.01.1.05.0002 - | Tersedianya Jumlah Paket
Pengadaan Pakaian | Pakaian Dinas Pakaian Dinas
Dinas Beserta Atribut| Beserta Atribut Beserta Atribut 0 0 2 185.000.000,00 ! 150.000.000,00 0 0 0 0 1 200.000.000,00
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapan (Paket)
Terlaksananya Jumlah Pegawai
5.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
Pendidikan dan Pelatihan dan Fungsi yang
Pelatihan Pegawai Pegawai Mengikuti 20 2 12 120.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00 10 100.000.000,00
g’;dsjﬁ;?n Tugas Berdasarkan Pendidikan dan
Tugas dan Fungs Pelatihan (Orang)
5.01.01.1.05.0011 - | Terlaksananya Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan
'Fr,“p'eme”‘as' Implementasi Teknis Implementasi 0 0 100 250.000.000,00 | 100 100.000.000,00 | 100 100.000.000,00 | 50 50.000.000,00 | 100 100.000.000,00
eraturan Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang- Perundang-
Undangan Undangan Undangan (Orang)
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 1 f f 1 a a a
yang Disediakan
(Paket)
Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan
e Perundang- 1 1 1 1 1 1 1
5.01.01.1.06 - Layanan gir;dez:\j?gs;nyang
Administrasi Umum | Administrasi (Dokumen) 1.319.481.372,35 1.567.552.112,00 1.621.922.186,21 1.284.240.531,01 1.716.888.326,00
Perangkat Daerah Umum Perangkat
Daerah Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan 0 0 1 1 1 1 1
Berbasis Elektronik
pada SKPD
(Dokumen)
Jumlah Dokumen
Penatausahaan 0 0 1 1 1 1 1

Arsip Dinamis pada
SKPD (Dokumen)
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II'%?JII}\(/I@/Z)URTPU B"‘FEEIEJINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT T 2024
SUBKEGIATAN K PAGU PAGU K PAGU PAGU PAGU
Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan 1 1
Tamu (Laporan)
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi 1 1
dan Konsultasi
SKPD (Laporan)
Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang 1 1
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket
Barang Cetakan dan 1 1
Penggandaan yang
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket
Peralatan Rumah 1 1 1
Tangga yang
Disediakan (Paket)
Tersedianya Jumlah Paket
gg:ygéiifn&oom " | Komponen Komponen Instalasi
Komponen Instalasi | 'MStalasi Listrik/Penerangan 1 1 15.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00
L Listrik/Peneranga Bangunan Kantor
Listrik/Penerangan isediak
Bangunan Kantor n Bangunan yang Disediakan
Kantor (Paket)
5.01.01.1.06.0003 - ) Jumlah Paket
Penyediaan Tersedianya Peralatan Rumah
peralatan Rumah _lF_'Z;ala;an Rumah Tangga yang 1 1 50.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00
Tangga 99 Disediakan (Paket)
5.01.01.1.06.0004 - | Tersedianya Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Bahan Logistik Logistik Kantor yang 1 1 100.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00
Logistik Kantor Kantor Disediakan (Paket)
5.01.01.1.06.0005 - ) Jumlah Paket
Penyediaan Baran Tersedianya Barang Cetakan dan
Y 9 Barang Cetakan 9 1 1 95.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00
Cetakan dan dan Penggandaan Penggandaan yang
Penggandaan 99 Disediakan (Paket)
Jumlah Dokumen
5'01'0121'06'0006 " | Tersedianya Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Bahan Bacaan Peraturan
Peraturan dan Peraturan Perundang- 1 1 75.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00
Perundang- Undangan yang
Perundang- Lo
Undangan Undangan Disediakan
(Dokuman)
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%I?JIITAQ/I?URTPU B"‘FEEIEJINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT T 2024
SUBKEGIATAN K K PAGU K PAGU PAGU K PAGU K PAGU
5.01.01.1.06.0008 - | Terlaksananya Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan | Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan 1 1 1 95.000.000,00 1 100.000.000,00 100.000.000,00 1 80.000.000,00 1 100.000.000,00
Tamu Kunjungan Tamu Tamu (Laporan)
5.01.01.1.06.0000 - Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggqraan Penyelenggqraap
Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi 1 1 1 689.481.372,35 1 822.552.112,00 901.922.186,21 1 699.240.531,01 1 931.888.326,00
Kor?sultasi SKPD dan Konsultasi dan Konsultasi
SKPD SKPD (Laporan)
501011060010 | LEECRERS | eahaan
Sienn:r;a:gszlzgag lf;:r%p Arsip Dinamis Arsip Dinamis pada 0 0 1 150.000.000,00 1 75.000.000,00 100.000.000,00 1 75.000.000,00 1 75.000.000,00
P pada SKPD SKPD (Dokumen)
Terlaksananya
5.01.01.1.06.0011- | Dukungan Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Dukungan ’
Pelaksanaan Sistem | Sistem Pelaksanaan Sistem
: ] Pemerintahan 0 0 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00
Pemerintahan Pemerintahan . .
. . h Berbasis Elektronik
Berbasis Elektronik Berbasis
> pada SKPD
pada SKPD Elektronik pada (Dokumen)
SKPD
Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan 0 0 0 1 1 1
(Paket)
Jumlah Unit
SO0 < Meningkatnya Kendaraan Dinas
ST EEL) R ketersediaan Operasional atau 0 0 0 3 0 0
Milik Daerah o P 135.000.000,00 455.000.000,00 200.000.000,00 210.000.000,00 330.000.000,00
Penuni Barang Milik Lapangan yang
jang Urusan D h = :
Pemerintah Daerah aera Disediakan (Unit)
Jumlah Unit
Peralatan dan Mesin
Lainnya yang 150 5 11 10 10 10
Disediakan (Unit)
5.01.01.1.07.0002 - ’ Jumlah Unit
Pengadaan l:;sde:r?:r{?)inas Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas : Operasional atau 0 0 0 3 105.000.000,00 0 0 0 0 0
: Operasional atau 0
Operasional atau Lapangan Lapangan yang
Lapangan pang Disediakan (Unit)
’ Jumlah Paket Mebel
5.01.01.1.07.0005 - | Tersedianya yang Disediakan 0 0 0 ol 1 200.000.000,00 100.000.000,00 | 1 80.000.000,00 | 1 200.000.000,00
Pengadaan Mebel Mebel (Paket)
5.01.01.1.07.0006 - ) Jumlah Unit
Pengadaan Tersedianya Peralatan dan Mesin
Peralatan dan 150 5 11 135.000.000,00 10 150.000.000,00 100.000.000,00 10 130.000.000,00 10 130.000.000,00

Peralatan dan Mesin
Lainnya

Mesin Lainnya

Lainnya yang
Disediakan (Unit)
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BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

OUTCOME /
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME/OUTPU
T

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PAGU

PAGU K

PAGU

PAGU

PAGU

5.01.01.1.08 -
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Optimalnya
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
(Laporan)

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan

Listrik yang
Disediakan
(Laporan)

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
(Laporan)

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

yang Disediakan
(Laporan)

657.876.112,00

580.876.112,00

580.876.112,00

560.876.112,00

588.876.112,00

5.01.01.1.08.0001 -
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
(Laporan)

15.000.000,00

20.000.000,00 1

20.000.000,00

20.000.000

20.000.000,00

5.01.01.1.08.0002 -
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan

Listrik yang
Disediakan
(Laporan)

50.000.000,00

100.000.000,00 1

100.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

5.01.01.1.08.0003 -
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

yang Disediakan
(Laporan)

374.000.000,00

242.000.000,00 1

242.000.000,00

242.000.000,00

250.000.000,00
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / INDIKATOR BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT OUTCOME/OUTPU TAHUN
SUBKEGIATAN T 2024 K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
Jumlah Laporan
5.01.01.1.08.0004 - Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Felayanan Umum 1 1 1 218.876.112,00 1 218.876.112,00 1 218.876.112,00 1 218.876.112,00 1 218.876.112,00
Pelayanan Umum Kantor Kantor yang
Kantor Disediakan
(Laporan)
Jumlah Peralatan
st Lalis 1.076 39 39 40 30 35 35
yang Dipelihara
(Unit)
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan yang
Dipelihara dan 30 34 34 34 37 37 37
Dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
5.01.01.1.09 - (Unit)
Pemeliharaan Optimalnya Jumlah Kendaraan
Barang Milik Daerah | Pemeliaraan Perorangan Dinas 695.000.000,00 973.851.764,00 650.000.000,00 713.232.576,00 705.000.000,00
Penunjang Urusan Barang Milik £t EREEe
Pemerintahan Daerah )
D Dinas Jabatan yang 8 2 2 2 2 2 2
aerah Lo
Dipelihara dan
Dibayarkan
Pajaknya (Unit)
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan 1 1 1 1 1 1 1
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilit
asi (Unit)
Tersedianya Jasa
5'01'01:1'09'0001 " | Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa X .
Pemeliharaan, Biaya Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan’dan Pemeliharaan dan | atau Kendaraan
Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang 8 2 2 100.000.000,00 2 155.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000 2 155.000.000,00

Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas

Jabatan

Dipelihara dan
Dibayarkan
Pajaknya (Unit)
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / INDIKATOR BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT OUTCOME/OUTPU TAHUN
SUBKEGIATAN T 2024 K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
Tersedianya Jasa
5.01.01.1.09.0002 - Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa ) - .
h : Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Biaya P lin L
Pemeliharaan, Pajak emelinaraan, at_au -apangan yang
dan Perizinan’ Pajak dan Dipelihara dan 30 34 34 350.000.000,00 34 550.000.000,00 37 350.000.000,00 37 350.000.000,00 37 350.000.000,00
Kendaraan Dinas Perizinan ) D|bayarl_<a_1n Pajak
- Kendaraan Dinas dan Perizinannya
Operasional atau Operasional atau (Unit)
Lapangan L p
apangan
5.01.01.1.09.0006 - | Terlaksananya Jumlah Peralatan
Pemeliharaan | Pemeliharaan dan Mesin Lainnya 1.076 39 39 45.000.000,00 | 40 100.000.000,00 | 30 150.000.000,00 | 35 93.232.576,00 | 35 100.000.000,00
Peralatan dan Mesin | Peralatan dan yang Dipelihara
Lainnya Mesin Lainnya (Unit)
Terlaksananya
: Jumlah Sarana dan
5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Re
Pemeliharaan/Rehabi| habilitasi Sarana E;stg:zr:ZUGedung
litasi Sarana dan dan Prasarana Bangunan Lainnya 1 1 1 200.000.000,00 1 168.851.764,00 1 50.000.000,00 1 170.000.000,00 1 100.000.000,00
Prasarana Gedung Gedung Kantor yang
Kantor atau . atau Dipelihara/Direhabilit
Bangunan Lainnya Bangunan X :
- asi (Unit)
Lainnya
Persentase
Capaian Indikator
Kinerja Utama 60 80 80 80 90 90 100
Daerah (%)
Persentase
. Capaian Target
5.01.02 - PROGRAM &”Egl'i’t‘gskat”ya Kinerja
PERENCANAAN ———— Pembangunan 0 71,42 73,47 75,51 77,55 79,59 81,63
PENGENDALIAN, Kabupaten/Kota
DAN EVALUASI g:ﬂ endalian dengan Provinsi 3.150.000.000,00 3.177.327.000,00 2.325.000.000,00 1.997.694.000,00 3.950.000.000,00
PEMBANGUNAN Pemgban " pada RKPD (%)
DAERAH 9 Persentase Tingkat
Daerah L
Penurunan Nilai
Risiko Daerah
(Residual risk) 0 16,67 14,29 11,9 9,52 7,14 4,76
melalui Penerapan
Menejemen Risiko
(%)
Jumlah Telaahan
Ontimal Dokumen
5.01.02.1.01 - pumainya Perencanaan 15 15 0 1 0 0 1
Penyusunan el Pembangunan
Y Penyusunan 9 1.350.000.000,00 2.125.000.000,00 1.350.000.000,00 1.070.000.000,00 2.600.000.000,00
Perencanaan dan P Daerah (Dokumen)
erencanaan dan =
Pendanaan e — Jumlah Berita Acara
Konsultasi Publik 1 2 1 2 1 1 2

(Berita Acara)

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%?)II\};@/I?URTPU B'.‘FiﬁblNN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
SUBKEGIATAN T 2024 K PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU
Jumlah Berita Acara
Forum Perangkat
Daerah/Lintas 1 1
Perangkat
Daerah (Berita
Acara)
Jumlah Berita Acara
Musrenbang 2 2
Provinsi (Berita
Acara)
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Provinsi 5 4
yang Ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/RK
PD) (Dokumen)
5.01.02.1.01.0002 -
Koordinasi Sinkronnya
Penelaahan Dokumen Jumlah Telaahan
Dokumen Perencanaan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perencanaan 15
Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 15 0 150.000.000,00 0 0 300.000.000,00
Daerah dengan Dokumen Daerah (Dokumen)
Dokumen Kebijakan Lain
Kebijakan Lainnya
5.01.02.1.01.0003 - Terlaksananya Jumlah Berita Acara
Pelaksanaan K ) " Konsultasi Publik 1 2 150.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 110.000.000,00 250.000.000,00
. . onsultasi Publik -
Konsultasi Publik (Berita Acara)
5.01.02.1.01.0004 - Jumlah Berita Acara
Koordinasi Terlaksananya Forum Perangkat
Pelaksanaan Forum | Forum Perangkat | Daerah/Lintas 1 1 150.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 110.000.000,00 250.000.000,00
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Daerah (Berita
Perangkat Daerah Acara)
5.01.02.1.01.0005 - | Terlaksananya ﬂnuun;:?;f:r:'ta Acara
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi (Begrita 2 2 550.000.000,00 450.000.000,00 500.000.000,00 350.000.000,00 500.000.000,00
Musrenbang Provinsi| Provinsi Acara)
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / INDIKATOR BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT OUTCOME/OUTPU TAHUN
SUBKEGIATAN T 2024 K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
5.01.02.1.01.0006 -
Koordinasi Jumlah Dokumen
. Perencanaan
Penyusunan dan Ditetapkannya
Penetapan Dokumen| Dokumen Pembangunan
Daerah Provinsi 5 4 2 500.000.000,00 3 1.200.000.000,00 2 500.000.000,00 2 500.000.000,00 3 1.300.000.000,00
Perencanaan Perencanaan .
Pembangunan Pembangunan yang Ditetapkan
9 gunan (RPIPD/RPIMD/RK
Daerah Daerah Provinsi
o PD) (Dokumen)
Provinsi
Jumlah Buku Profil
Pembangunan
outimalnva Daerah yang 0 0 200 50 25 25 30
5.01.02.1.02 - P(':Iaksanian Diterbitkan (Buku)
Analisis I_Data dan Analisis Data dan Jum_lah Dqk_umen
Informasi L oe——— Hasil Analisis Data
AN Pemerintahan untuk Penyusunan 800.000.000,00 227.327.000,00 175.000.000,00 127.694.000,00 200.000.000,00
Daerah Bidang : Kebijakan
Perencanaan Rl [ P
Perencanaan erencanaan 1 1 1 1 1 1 1
Pembangunan Pembangunan
Daerah e Daerah (Semua
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah) (Dokumen)
Jumlah Dokumen
Hasil Analisis Data
5.01.02.1.02.0001 - Terinputnya untuk Penyusunan
Informasi untuk 1 1 1 100.000.000,00 1 77.327.000,00 1 75.000.000,00 1 52.694.000,00 1 100.000.000,00
Perencanaan P Pembangunan
erencanaan
Pembangunan Daerah (Semua
Pembangunan
Daerah Perencanaan
Daerah
Pembangunan
Daerah) (Dokumen)
5.01.02.1.02.0004 - | Tersusunnya Jumlah Buku Profil
Penyusunan Profil Dokumen Profil Pembangunan
Pembangunan Pembangunan Daerah yang 0 0 200 700.000.000,00 50 150.000.000,00 25 100.000.000,00 25 75.000.000,00 30 100.000.000,00
Daerah Provinsi Daerah Provinsi Diterbitkan (Buku)
5.01.02.1.03 - Optimalnya Jum_lah Laporan_
Pengendalian, Pelaksanagn Hasil Pengendalian
Evaluasi dan RRepaencalian Reiencanaaniaan 5 5 10 1.000.000.000,00 | 10 800.000.000,00 9 800.000.000,00 | 10 800.000.000,00 | 10 1.150.000.000,00
. Evaluasi dan Pelaksanaan
Pelaporan Bidang .
[P - Pelaporan Bidang Pembangunan
Perencanaan (Laporan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / INDIKATOR BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT OUTCOME/OUTPU TAHUN
SUBKEGIATAN T 2024 K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
Pembangunan Pembangunan Jumlah Laporan
Daerah Daerah Hasil Evaluasi
Kinerja 0 0 2 2 2 2 2
Pembangunan
Daerah (Laporan)
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten/Kota 28 21 14 14 14 14 28
yang
Difasilitasi/Evalu
asi (Dokumen)
3'01'0.2'1'93'0001 " | Terlaksananya Jumlah Laporan
oordinasi ; ) .
Pengendalian Pengendalian Hasil Pengendalian
Perencanaan dan | Feréncanaandan | perencanaan dan 5 5 10 600.000.000,00 | 10 450.000.000,00 | 9 450.000.000,00 | 10 450.000.000,00 | 10 500.000.000,00
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan
Pembangunan Daerah dgl Provinsi | (La| orang)
Daerah di Provinsi p
5.01.02.1.03.0003 - | Tersusunnya
o ) - Jumlah Laporan
Monitoring, Evaluasi | Laporan Hasil ) :
O Hasil Evaluasi
dan Penyusunan Monitoring dan Kineria
Laporan Berkala Evaluasi Berkala Peméan unan 0 0 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 200.000.000,00
Pelaksanaan Pelaksanaan D 9
aerah
Pembangunan Pembangunan (Laporan)
Daerah Daerah p
5.01.02.1.03.0004 - - Jumlah Dokumen
S ; Terfasilitasi/Evalu
Fasilitasi/Evaluasi asinva Dokumen Perencanaan
Dokumen Pergncanaan Pembangunan
Perencanaan Pembanaunan Kabupaten/Kota 28 21 14 300.000.000,00 14 250.000.000,00 14 250.000.000,00 14 250.000.000,00 28 450.000.000,00
Pembangunan D 9 yang
aerah oL .
Daerah Kabupaten/Kota Difasilitasi/Evaluasi
Kabupaten/Kota P (Dokumen)
Persentase
Keselarasan
5.01.03 - PROGRAM N, Program Prioritas
KOORDINASI DAN Sinkro%isas?’ RKPD dengan KUA
SINKRORNIEL Perencanaan IPPAS (PRIl Gl 0 76,19 80,05 | 323137153881 | 8571 | 3.607.390.654,80 | 90,48 | 4.356.066.663,00 | 9524 | 4.043.612.458,00 | 100 4.343.870.455,00
PERENCANAAN e Daerah Mitra
PEMBANGUNAN | °728 g Bidang
DAERAH Pemerintahan dan
Pembangunan

Manusia (%)

RENSTRA
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PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

Rata-rata nilai
SAKIP
Perencanaan dan
Pengukuran Mitra
Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia (Nilai)

45,94

47,97

46,94

Persentase
Program Perangkat
Daerah yang
Mendukung PN
pada Renja
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia (%)

72,29

77,11

Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia yang
Telah Menerapkan
Manajemen Risiko
(%)

58,82

Persentase
Keselarasan
Program Prioritas
RKPD dengan KUA
PPAS Perangkat
Daerah Mitra
Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
(%)

100

100

100

Rata-rata nilai
SAKIP
Perencanaan dan
Pengukuran Mitra
Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
(Nilai)

46,83

48,08

47,83

47,44

81,93

70,59

100

48,33

47,94

86,75

82,35

100

48,83

48,44

92,77

94,12

100

49,33

48,94

100

100

100

49,83

RE

TRA

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

OUTCOME /
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME/OUTPU
T

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

Persentase
Program Perangkat
Daerah yang
Mendukung PN
pada Renja
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
(%)

18,64

18,64

Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
yang Telah
Menerapkan
Manajemen Risiko
(%)

20

20

Persentase
Keselarasan
Program Prioritas
RKPD dengan KUA
PPAS Perangkat
Daerah Mitra
Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan (%)

100

100

Rata-rata nilai
SAKIP
Perencanaan dan
Pengukuran Mitra
Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
(Nilai)

45

46,89

46

Persentase
Program Perangkat
Daerah yang
Mendukung PN
pada Renja
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan (%)

52

52

20,34

30

100

52

20,34

30

100

47

63

22,03

40

100

47,5

63

22,03

40

100

48

63




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

OUTCOME /
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME/OUTPU
T

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

PAGU

Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan yang
Telah Menerapkan
Manajemen Risiko
(%)

86

100

100

100

100

100

5.01.03.1.01 -
Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

Optimalnya
Koordinasi
Perencanaan
Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pembangunan
Manusia yang
Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
(Dokumen)

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pemerintahan
yang Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD, RPIJMD
dan RKPD)
(Dokumen)

Jumlah Laporan
Hasil Asistensi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang
Pembangunan
Manusia (Laporan)

1.055.058.850,00

1.227.450.409,80 1

1.411.323.780,00

1.418.038.000,00

1.543.745.856,00

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /
PROGRAM/
KEGIATAN /

SUBKEGIATAN

OUTCOME /
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME/OUTPU
T

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PAGU

PAGU K

PAGU

PAGU

PAGU

Jumlah Laporan
Hasil Asistensi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang
Pemerintahan
(Laporan)

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring
dan Evaluasi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang
Pembangunan
Manusia (Laporan)

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring
dan Evaluasi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang
Pemerintahan
(Laporan)

Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja
dengan
RKPD/RPJMD pada
Bidang
Pembangunan
Manusia (Laporan)

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%I?)II\};é/g)URTPU B"‘FEEI[JINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT T 2024
SUBKEGIATAN K PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja
dengan 1 0
RKPD/RPJMD pada
Bidang
Pemerintahan
(Laporan)
5.01.03.1.01.0001 - Terkordinirmya Jumlah Dokumen
Koordinasi Y Perencanaan
Penyusunan
Penyusunan Pembangunan
Dokumen h
Dokumen p Daerah Bidang
Perencanaan erencanaan Pemerintahan yang
Pembangunan N . 1 2 79.011.770,00 162.745.041,00 172.901.156,00 173.075.300,00 187.441.617,00
Pembangunan N Dikoordinir
h Daerah Bidang
Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunannya
Pemerintahan (RPJPD, RPIMD (RPJPD, RPIJMD
(RPJPD, RPJMD dan dan RKF”D) dan RKPD)
RKPD) (Dokumen)
Jumlah Laporan
5.01.03.1.01.0002 - | Terlaksananya Hasil Asistensi
Asistensi Asistensi Penyusunan
Penyusunan Penyusunan Dokumen
Dokumen Dokumen Perencanaan 0 0 0 0 0 117.809.150,00 121.122.237,00
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah | Bidang
Bidang Pemerintahan| Bidang Pemerintahan
Pemerintahan (Laporan)
Terlaksananya Jumlah Laporan
5.01.03.1.01.0003 - L Y Hasil Monitoring dan
Monitoring dan .
Pelaksanaan . Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
; Penyusunan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Dokumen
Dokumen Perencanaan Perencanaan 1 1 90.814.124,00 135.294.049,00 194.773.876,00 195.181.760,00 198.494.847,00
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah N
Perangkat Daerah N Bidang
N X Bidang :
Bidang Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
(Laporan)

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%?JII\};@/-E?URTPU B'.‘;.‘iﬁblNN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT T 2024
SUBKEGIATAN K PAGU PAGU K PAGU PAGU PAGU
5.01.03.1.01.0004 -
S Jumlah Laporan
Koordinasi . o R
Sinkronnya Hasil Sinkronisasi
Pelaksanaan Renstra/Renja Renstra/Renja
Sinergitas dan dengan ! dengan !
E:Ec’c';ﬁg; RKPD/RPJMD RKPD/RPJMD pada 1 0 0 o] © 0 0 99.015.777,00
pada Bidang Bidang
Pembangunan . 4
N Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Bidang (Laporan)
Pemerintahan P
5.01.03.1.01.0005 - | Terlaksananya | Jumiah Dokumen
S S erencanaan
Koordinasi Koordinasi Pembangunan
Penyusunan Penyusunan )
Daerah Bidang
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan Pemba_ngunan
Manusia yang 0 0 79.011.770,00 162.745.041,00 1 172.901.156,00 173.075.300,00 170.861.772,00
Pembangunan Pembangunan ) -
. h Dikoordinir
Daerah Bidang Daerah Bidang P
enyusunannya
Pembangunan Pembangunan (RPJPD, RPIMD
Manusia (RPJPD, Manusia (RPJPD, dan RKF”D)
RPJMD dan RKPD) | RPJMD dan (Dokumen)
RKPD)
5.01.03.1.01.0006 - | Terlaksananya Jumlah Laporan
Asistensi Asistensi Hasil Asistensi
Penyusunan Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan Perencanaan 1 0 0 0 0 0 117.809.150,00 121.122.237,00
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
Bidang Bidang Bidang
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Manusia Manusia Manusia (Laporan)
5.01.03.1.01.0007 - Jumlah Laporan
Pelaksanaan Terla_lksgnanya Hasil Monitoring dan
N Monitoring dan .
Monitoring dan . Evaluasi
) Evaluasi
Evaluasi Penyusunan Penyusunan
Penyusunan
Dokumen Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan 1 0 206.221.186,00 202.941.073,80 1 260.392.036,00 198.958.140,00 259.287.612,00
Perencanaan
Pembangunan Pembanaunan Pembangunan
Perangkat Daerah g Perangkat Daerah
N Perangkat Daerah N
Bidang Bidan Bidang
Pembangunan g Pembangunan
. Pembangunan .
Manusia ; Manusia (Laporan)
Manusia

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%I?)IITAQ/I;)URTPU B"‘FEEIEJINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
SUBKEGIATAN T 2024 K PAGU PAGU K PAGU PAGU PAGU
5.01.03.1.01.0008 -
Koordinasi Sinkronnya Jumlah Laporan
Pglaksgnaan Renstra/Renja Hasil Sinkroqisasi
Slnergltgs dgn dengan Renstra/Renja
Harmonisasi RKPD/RPIMD dengan 1 4 600.000.000,00 563.725.205,00 610.355.556,00 442.129.200,00 386.399.757,00
Perencanaan ada Bidan R_KPD/RPJMD pada
Pembangunan g b 9 Bidang
Daerah Bidang Mem angunan Pembangunan
Pembangunan anusia Manusia (Laporan)
Manusia
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja
dengan 1 1
RKPD/RPJMD pada
Bidang
Perekonomian
(Laporan)
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Optimalnya Pembang_unan
5.01.03.1.02 - Koordinasi Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan yang Dikoordinir 1 0
Perencanaan Bidang | Bidang Penyusunannya
Perekonomian dan e (RPJPD, RPIMD 1.159.015.749,81 1.161.304.245,00 1.375.138.190,00 1.249.541.458,00 1.373.383.743,00
SDA (Sumber dan SDA dan RKPD)
Daya Alam) (Sumber Daya (Dokumen)
Alam) Jumlah Laporan
Hasil Monitoring dan
Evaluasi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan 0 1
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang
Perekonomian
(Laporan)

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%I?JIITAQ/I?URTPU B"‘FEEIEJINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT T 2024
SUBKEGIATAN K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU PAGU
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Perekonomian yang
Dikoordinir 0 1 1 1 1 1
Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
(Dokumen)
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja
dengan 0 0 1 1 1 1
RKPD/RPJMD pada
Bidang SDA
(Laporan)
5.01.03.1.02.0001 - Terkordinirya Jumlah Dokumen
Koordinasi Y Perencanaan
Penyusunan
Penyusunan Dokumen Pembangunan
Dokumen Daerah Bidang
Perencanaan Perencanaan Perekonomian yang
Pembangunan ) S 0 1 1 359.015.749,81 1 261.304.245,00 1 320.987.966,00 1 299.369.458,00 354.172.315,00
Pembangunan h Dikoordinir
h Daerah Bidang
Daerah Bidang Perekonomian Penyusunannya
Perekonomian (RPIPD, RPIMD (RPJPD, RPJMD
(RPJPD, RPJMD dan dan RKléD) dan RKPD)
RKPD) (Dokumen)
5.01.03.1.02.0003 - | Terlaksananya Jumlah Laporan
L Hasil Monitoring dan
Pelaksanaan Monitoring dan .
N . Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi
) Penyusunan
Evaluasi Penyusunan| Penyusunan Dokumen
Dokumen Dokumen Perencanaan 0 1 1 100.000.000,00 | 1 225.000.000,00 | 1 263.537.556,00 | 1 212.543.000,00 254.802.857,00
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan
Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bidan
Bidang Bidang g .
) . Perekonomian
Perekonomian Perekonomian
(Laporan)

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / INDIKATOR BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT OUTCOME/OUTPU TAHUN
SUBKEGIATAN T 2024 K PAGU PAGU K PAGU PAGU PAGU
5.01.03.1.02.0004 -
S Jumlah Laporan
Koordinasi . o R
Sinkronnya Hasil Sinkronisasi
Pelaksanaan Renstra/Renja Renstra/Renja
Sinergitas dan dengan ) dengan !
Harmonisasi RKPD/RPIMD RKPD/RPIMD pada 1 1 500.000.000,00 225.000.000,00 1 263.537.556,00 262.543.000,00 254.802.857,00
Perencanaan . )
pada Bidang Bidang
Pembangunan : )
h Perekonomian Perekonomian
Daerah Bidang (Laporan)
Perekonomian P
5.01.03.1.02.0005 - | Terkordinirnya Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Penyusunan Dokumen Pembangunan
Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA
Perencanaan Pembangunan yang Dikoordinir 1 0 100.000.000,00 225.000.000,00 1 263.537.556,00 262.543.000,00 254.802.857,00
Pembangunan Daerah Bidang Penyusunannya
Daerah Bidang SDA | SDA (RPJPD, (RPJPD, RPJMD
(RPJPD, RPJMD dan| RPJMD dan dan RKPD)
RKPD) RKPD) (Dokumen)
5.01.03.1.02.0008 - Jumlah Laporan
Koordinasi e R
) Hasil Sinkronisasi
Pelaksanaan Sinkronnya Renstra/Renja
Sinergitas dan Renstra/Renja dengan 0 0 100.000.000,00 225.000.000,00 1 263.537.556,00 212.543.000,00 254.802.857,00
Harmonisasi dengan RKPD/RPIMD pada
Perencanaan RKPD/RPIJMD ] p
i Bidang SDA
Pembangunan pada Bidang SDA (Laporan)
Daerah Bidang SDA p
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Penyusunan
Dokumen 1 1 1
5.01.03.1.03 - Optimalnya Perencanaan
Koordinasi Koordinasi Pembangunan
Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah
Bidang Bidang Bidang Infrastruktur 1.017.296.939,00 1.218.636.000,00 1.569.604.693,00 1.376.033.000,00 1.426.740.856,00
Infrastruktur dan Infrastruktur dan (Laporan)
Kewilayahan Kewilayahan Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja
dengan 0 0 1
RKPD/RPJMD pada

Bidang Kewilayahan
(Laporan)

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%I?)IITAQ/ZJURTPU B#iEbINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
SUBKEGIATAN T 2024 K PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU
Jumlah Laporan
Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja
dengan 1 1
RKPD/RPJMD pada
Bidang Infrastruktur
(Laporan)
Jumlah Laporan
Hasil Asistensi
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan 1 1
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur
(Laporan)
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Infrastruktur yang 1 1
Dikoordinir
Penyusunannya
(RPJPD, RPIMD
dan RKPD)
(Dokumen)
5.01.0_3.1.()3.0001 - | Terkordinirnya Jumlah Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah
Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur
Perencanaan Pembangunan . - 1 1 225.000.000,00 275.000.000,00 402.075.112,00 337.543.000,00 359.605.714,00
Pembangunan Daerah Bidang yang Dikoordinir
h Penyusunannya
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPIMD dan
Infrastruktur (RPJPD,| (RPJPD, RPIMD RKPD) (bokumen)
RPJMD dan RKPD) | dan RKPD)
5.01.03.1.03.0002 - | Terasistensinya Jumlah Laporan Hasil
Asistensi Perangkat Daerah | Asistensi Penyusunan
Penyusunan dalam Menyusun Dokumen
Dokumen Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perencanaan Pembangunan 1 1 175.000.000,00 200.000.000,00 302.075.112,00 300.086.000,00 259.605.714,00
Pembangunan Pembangunan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah | Bidang

Bidang Infrastruktur

Bidang Infrastruktur

Infrastruktur (Laporan)

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II"é%II}\(/Ié/-g)URTPU B"‘FEEI[JINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
SUBKEGIATAN T 2024 K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
5.01.03.1.03.0003 - | Terlaksananya g‘é?;f:ahggﬂ’a” Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi .
Evaluasi Penyusunan| Penyusunan g\(/)ill:ﬁsgnPenyusunan
Dokumen Dokumen Perencanaan 1 1 1 175.000.000,00 1 268.636.000,00 1 363.379.357,00 1 300.861.000,00 1 322.923.714,00
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Pembangunan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Bidang Infrastruktur | Bidang Infrastruktur
(Laporan)
5.01.03.1.03.0004 -
gggﬁs";iian Sinkronnya ) Jl_JmIah _Lap_oran Hasil
Sinergitas dan cF;enstra/Renja glnkror:/s§5|_ g
g engan enstra/Renja dengan
E:rr;ocrlﬁg; RKPD/RPJMD R_KPD/R PIMD pada 1 1 1 227.296.939,00 1 275.000.000,00 1 402.075.112,00 1 337.543.000,00 1 359.605.714,00
Pembangunan pada Bidang Bidang Infrastruktur
Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)
Infrastruktur
5.01.03.1.03.0008 -
ﬁggl?slg?gan Sinkronnya ) nglah ALappran Hasil
Sinergitas dan Eenstra/Renja glnkror;/sssy g
g engan enstra/Renja dengan
E:rr;%rgﬁzzh RKPD/RPJMD RKPD/R PJMD pada 0 0 1 215.000.000,00 1 200.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 125.000.000,00
Pembangunan pada_\ Bidang Bidang Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)
Kewilayahan
Fungsi Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Bldang Penelitian
dan Pengembangan
Persentase Hasil
Riset yang
Meningkatnya direkomendasikan G 75 80 85 90 95 100
5.05.02 - PROGRAM| Peran Riset dan (%)
PENELITIAN DAN Inovasi dalam Persentase Inovasi
PENGEMBANGAN | Mendukung yang dilaporkan 70 75 75 920.000.000,00 80 1.200.000.000,00 80 1.200.000.000,00 85 1.050.000.000,00 85 1.200.000.000,00
DAERAH Pembangunan (%)
Daerah Jumlah Diseminasi
Hasil Kelitbangan 20 20 20 20 20 20 20
(Karya)
5.05.02.1.01 - Optimg_lnya Jumlah D_okumen
Penelitian dan FEMETED G DEE Sl oE 0 0 1 470.000.000,00 | 1 650.000.000,00 1 650.000.000,00 1 660.000.000,00 1 750.000.000,00
Pengembangan Pgngembangan dgn Peraturan yang
Bidang Dikelola (Dokumen)

RENSTRA

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / INDIKATOR BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT OUTCOME/OUTPU TAHUN
SUBKEGIATAN T 2024 K PAGU PAGU K PAGU PAGU PAGU
Bidang Penyelenggaraan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Pemerintaha}}n Hasil Pelaksanaan
Pemerintahan dan | dan Pengkajian Fasilitasi,
Pengkajian Peraturan Pelaksanaan dan
Peraturan Evaluasi Penelitian 1 1 1
dan Pengembangan
Bidang Aparatur dan
Reformasi Birokrasi
(Laporan)
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Fasilitasi,
Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian
1 1 1
dan Pengembangan
Bidang Keuangan
dan Aset Daerah,
Reformasi Birokrasi
(Laporan)
5.05.02.1.01.0004 - Terl_a_ksa_nanya Jumlah Laporan I—_lfasn_
e Fasilitasi, Pelaksanaan Fasilitasi,
Fasilitasi,
Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan
Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian | Evaluasi Penelitian
Evaluasi Penelitian 1 1 135.000.000,00 250.000.000,00 1 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
dan Pengembangan| dan Pengembangan
dan Pengembangan - :
i Bidang Aparatur Bidang Aparatur dan
Bidang Aparatur dan dan Reformasi Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi - -
Birokrasi (Laporan)
Jumlah Laporan
5.05.02.1.01.0005 - | Terlaksananya Pelaksanaan Fasilitasi,
Fasilitasi, Fasilitasi,
Pelaksanaan dan
Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan p o
Evaluasi Penelitian Evaluasi Penelitian Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan 1 1 135.000.000,00 250.000.000,00 1 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
dan Pengembangan | dan Pengembangan Bidang Keuangan dan
Bidang Keuangan Bidang Keuangan g 9
Aset Daerah,
dan Aset Daerah, dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi | Reformasi Birokrasi
(Laporan)
5.05.02.1.01.0012 - Terkelolanya Data Jumiah Dokumen
Pengelolaan Data | | Juronoan gan | D@ Kelitbangan 0 0 200.000.000,00 150.000.000,00 | 1 150.000.000,00 160.000.000,00 250.000.000,00

Kelitbangan dan
Peraturan

Peraturan

dan Peraturan yang
Dikelola (Dokumen)
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM/ OUTCOME / OU'II%I?)II}\(/IQ/ZJURTPU B"‘FEEI[JINN E 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT T 2024
SUBKEGIATAN K PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU
Optimalnya Jumlah Dokumen
5'05'0,2,'1'02 - Penelitian dan Hasil Penelitian dan
Penelitian dan Pengembangan o —— ——
Pengembangan Bidang Sosial B% ‘ie anga 0 1 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00
Bidang Sosial dan d ang )
Kependudukan an Aspek-Aspek Sosial
Kependudukan (Dokumen)
5.05.02.1.02.0001 - | Terlaksananya ;”T'El‘i't‘i E{’fgure” Hasil
Penelitian dan Penelitian dan Pgneerr?bana an
Pengembangan Pengembangan Bida% 9 0 1 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00
Bidang Aspek- Aspek| Bidang Aspek- 9 .
. : Aspek-Aspek Sosial
Sosial Aspek Sosial
(Dokumen)
5.05.02.1.03 - Optimalnya Jumlah Dokumen
Penelitian dan Penelitian dan Hasil Penelitian dan
TSI e 0 0 0 150.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 0
Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi Kelautan dan
dan dan Perikanan
Pembangunan Pembangunan (Dokumen)
5.05.02.1.03.0005 - | Terlaksananya Jumiah Dokumen Hasil
Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan Pengembangan Pengembangan 0 0 0 150.000.000,00 150.000.000,00 70.000.000,00 0
Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan
Perikanan Perikanan Perikanan (Dokumen)
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Diseminasi Jenis,
5.05.02.1.04 - . Prosedur dan
Pengembangan O Metode
) Pengembangan 1 1 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00
Inovasi dan ) Penyelenggaraan
. Inovasi dan )
Teknologi : Pemerintahan
Teknologi
Daerah yang
Bersifat Inovatif
(Laporan)
5.05.02.1.04.0003 - T(_erlak_sana_lnya_ Jumlah Laporan Hasil
Diseminasi Jenis Diseminasi Jenis, Pelaksanaan
y Prosedur dan Diseminasi Jenis,
Prosedur dan Metode Metode Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Penyelenggaraan | Penyelenggaraan 1 1 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00

Pemerintahan
Daerah yang Bersifat

Inovatif

Pemerintahan
Daerah yang
Bersifat Inovatif

Pemerintahan Daerah
yang Bersifat Inovatif
(Laporan)

2025-2029




| KEPULAUAN RIAU

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /
PROGRAM/ OUTCOME / INDIKATOR BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT OUTCOME/OUTPU TAHUN
SUBKEGIATAN T 2024 K K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU K PAGU
Meningkatnya Persentase naskah
5.05.03 - Kebijakan kebijakan berbasis
PROGRAM RISET Berbasis Bukti hasil riset yang
DAN INOVASI s e et .| S 100 100 100 350.000.000,00 100 150.000.000,00 100 100.000.000,00 100 60.000.000,00 100 500.000.000,00
DAERAH Perencanaan dalam Dokumen
Pembangunan Perencanaan (%)
5.05.03.1.01 - Optimalnya
Penelitian, Penelitian, Jumlah naskah
Pengembangan, Pengembangan, kebijakan berbasis 0 0 1 350.000.000,00 1 150.000.000,00 1 100.000.000,00 1 60.000.000,00 1 500.000.000,00
Pengkajian, dan Pengkajian, dan hasil riset (Naskah)
Penerapan Penerapan
5.05.03.1.01.0003 - Terlaksananya h o
Penyusunan penyusunan Jumlah naskah
kebitakan berbasis kebijakan kebijakan berbasis 0 0 1 350.000.000,00 1 150.000.000,00 1 100.000.000,00 1 60.000.000,00 1 500.000.000,00
fjas berbasis hasil hasil riset (Naskah)
hasil riset riset

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
I Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
a. Program Perencanaan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi

Daerah

Pembangunan Daerah

Optimalnya Pelaksanaan
Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan

Kegiatan Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan

Sub Kegiatan Koordinasi
Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi

= =
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

KET

Optimalnya Pelaksanaan
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi
Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah di Provinsi

RENSTRA
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4.2 Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

Pengukuran kinerja atas pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi tugas
dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan (Bappeda)

Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui pemanfaatan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU digunakan
sebagai indikator strategis yang menggambarkan tingkat keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen
Rencana Strategis (Renstra), serta selaras dengan arah kebijakan
pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan
Riau. Sementara itu, IKK berfungsi untuk mengukur capaian kinerja atas
pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, penelitian, dan
pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Bappeda, khususnya
dalam mendukung perencanaan berbasis data, inovasi kebijakan, serta
sinkronisasi program lintas sektor. Penerapan kedua indikator ini bertujuan
untuk memperkuat akuntabilitas kinerja kelembagaan, meningkatkan
efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan strategis, serta menjadi
dasar dalam proses evaluasi kinerja tahunan maupun evaluasi periode

Renstra secara objektif dan terukur.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

BASELINE TARGET TAHUN

NO|  INDIKATOR —ISATUANI ™ 5024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |<F'

SAKIP Daerah
komponen

1. | Perencanaan Nilai 45,93 46,18 | 46,43 | 46,68 | 46,93 | 47,18 | 47,43
Kinerja dan
Pengukuran Kinerja
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUN

2024 2025

2026

2027 | 2028 | 2029

2030 KET

Indeks Manajemen
Risiko (MRI)

Indeks

Level 3 |Level 3

Level 3

Level 3|Level 3|Level 3|L

evel 3

Indeks Inovasi
Daerah (11D)

Indeks

Inovatif |Inovatif

Inovatif

Inovatif|Inovatif/inovatif

Inovatif

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

NO

INDIKATOR

STATUS

BASELINE

SATUAN 2024

TARGET TAHUN

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

5.01 - PERENCANAAN

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

Positif

Predikat BB

A A A A

A A

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Positif

Indeks | 90,093

90,50{91,00|91,50|92,00

92,50

93,00

Persentase
Keselarasan
Program Prioritas
RKPD dengan KUA
PPAS Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

Positif

%

76,19/80,95|85,71|90,48

95,24

100

Persentase Capaian
Indikator Kinerja
Utama Daerah

Positif

% 60

80 80 80 90

90 | 100

Indeks
Profesionalisme
SDM Perangkat
Daerah

Positif

Indeks 78,23

78,48 78,98|79,48|79,98

80,48

80,98

Rata-rata nilai
SAKIP Perencanaan
dan Pengukuran
Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

Positif

Nilai 45,94

47,97 |46,94| 47,44 | 47,94

48,44

48,94

RENS
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NO

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Persentase Capaian
Target Kinerja
Pembangunan
Kabupaten/Kota
dengan Provinsi
pada RKPD

Positif

%

71,42

73,47

75,51

77,55

79,59

81,63

Persentase Program
Perangkat Daerah
yang Mendukung
PN pada Renja
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

Positif

%

72,29

77,11

81,93

86,75

92,77

100

Persentase Tingkat
Penurunan Nilai
Risiko Daerah
(Residual risk)
melalui Penerapan
Menejemen Risiko

Positif

%

16,67

14,29

11,9

9,52

7,14

4,76

10.

Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia yang Telah
Menerapkan
Manajemen Risiko

Positif

%

58,82

70,59

82,35

94,12

100

11.

Persentase
Keselarasan
Program Prioritas
RKPD dengan KUA
PPAS Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Positif

%

100

100

100

100

100

100

100

12.

Rata-rata nilai
SAKIP Perencanaan

Positif

Nilai

46,83

48,08

47,83

48,33

48,83

49,33

49,83
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NO

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

dan Pengukuran
Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

13.

Persentase Program
Perangkat Daerah
yang Mendukung
PN pada Renja
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Positif

%

18,64

18,64

20,34

20,34

22,03

22,03

14.

Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
yang Telah
Menerapkan
Manajemen Risiko

Positif

%

20

20

30

30

40

40

15.

Persentase
Keselarasan
Program Prioritas
RKPD dengan KUA
PPAS Perangkat
Daerah Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan

Positif

%

100

100

100

100

100

100

16.

Rata-rata nilai
SAKIP Perencanaan
dan Pengukuran
Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan

Positif

Nilai

45

46,89

46

46,5

a7

47,5

48

17.

Persentase Program
Perangkat Daerah
yang Mendukung
PN pada Renja
Perangkat Daerah

Positif

%

52

52

52

63

63

63
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BASELINE TARGET TAHUN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

NO INDIKATOR STATUS|SATUAN

Mitra Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase
Perangkat Daerah
Mitra Bidang

18. | Infrastruktur dan Positif % 0 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Kewilayahan yang
Telah Menerapkan
Manajemen Risiko
_ 505-PENELITIANDANPENGEMBANGAN |
Persentase Hasil
19. | Riset yang Positif % 70 75 80 85 90 95 | 100
direkomendasikan
Persentase naskah
kebijakan berbasis
hasil riset yang
direkomendasikan
dalam Dokumen
Perencanaan

20. Positif % 0 0 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Persentase | i
pp, | crSEMAseInovasl | p e | 0 70 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85
yang dilaporkan

Jumlah Diseminasi
9o, | Jumian Diseminasi | Komulat | o 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Hasil Kelitbangan if
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5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi
sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan
strategis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian,
pengembangan, dan inovasi daerah. Dokumen ini disusun guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga
teknis daerah yang memiliki peran sentral dalam memastikan sinkronisasi
kebijakan lintas sektor, penyediaan data dan informasi perencanaan yang
andal, serta pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah
dan inovatif. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
integrasi, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, serta selaras
dengan regulasi dan pedoman teknis perencanaan nasional.

Melalui dokumen Renstra ini, Bappeda diarahkan untuk memperkuat
peranannya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
daerah, mendorong pengembangan riset yang aplikatif dan responsif
terhadap isu strategis daerah, serta membangun sistem inovasi daerah
yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Upaya tersebut
diwujudkan antara lain melalui penguatan kapasitas perencanaan berbasis
data, pelaksanaan kajian tematik dan sektoral yang mendukung
pengambilan keputusan, serta peningkatan integrasi antarperangkat
daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan. Renstra ini juga
menjadi acuan dalam memperkuat kolaborasi multipihak dan penguatan
kelembagaan Bappeda dalam menjalankan peran strategisnya.

Tujuan, sasaran, strategi, serta program, kegiatan, dan subkegiatan
dalam dokumen ini disusun secara sistematis berdasarkan penjabaran visi,

misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang
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dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dan dikembangkan sesuai dengan
mandat dan fungsi strategis Bappeda. Dengan demikian, Renstra ini
diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif,

berbasis bukti, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-

2029 dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) serta berlandaskan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang relevan, khususnya di bidang perencanaan
pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan inovasi. Renstra ini
berperan sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan fungsi
kelembagaan Bappeda, baik dalam mendukung perumusan kebijakan
pembangunan daerah yang berbasis bukti maupun dalam penguatan
sistem perencanaan yang terintegrasi dan adaptif.

Adapun prinsip-prinsip utama yang menjadi pijakan dalam
pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau mencakup:

1) Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran; Seluruh program
dan kegiatan dirancang agar konsisten dan sinergis dengan dokumen
Rencana Kerja (Renja), RKPD, dan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Hal
ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan
strategis, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian sasaran
pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2) Pendekatan Berbasis Hasil (Result-Based Management); Setiap
intervensi program difokuskan pada hasil nyata dan terukur, yang
dicerminkan melalui indikator output dan outcome di bidang
perencanaan, litbang, dan inovasi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk

RENS
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meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Bappeda serta
memperkuat akuntabilitas kinerjanya.

3) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja; Capaian pelaksanaan
Renstra akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala, dan hasilnya
menjadi bagian integral dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Bappeda. Proses ini merupakan implementasi dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang
mendorong perbaikan berkelanjutan.

4) Penyesuaian terhadap Dinamika Strategis; Renstra Bappeda disusun
dengan fleksibilitas adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan
daerah, perubahan lingkungan strategis, serta hasil evaluasi yang
signifikan. Penyesuaian dilakukan dengan tetap mengacu pada
peraturan yang berlaku dan menjaga kesinambungan arah
pembangunan.

5) Koordinasi dan Sinergi Multipihak; Keberhasilan pelaksanaan Renstra
sangat bergantung pada kolaborasi antara perangkat daerah,
pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
Pendekatan partisipatif dan kolaboratif ini diarahkan untuk memperkuat
kapabilitas Bappeda dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang
responsif dan inklusif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan Renstra
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat berlangsung secara
profesional, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya sistem
perencanaan dan pengembangan daerah yang berbasis data, inovatif, dan

berkelanjutan.
\‘ : ’I
{} 5.3 Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko

Pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan sistem pengendalian internal
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yang efektif, evaluasi kinerja yang berkesinambungan, serta penerapan
manajemen risiko yang responsif. Ketiga komponen ini merupakan
instrumen penting untuk menjamin bahwa seluruh kebijakan, program, dan
kegiatan di  bidang perencanaan  pembangunan, penelitian,
pengembangan, dan inovasi daerah dapat dilaksanakan secara terarah,
efisien, dan selaras dengan tujuan strategis pembangunan provinsi.
Adapun pelaksanaan aspek pengendalian, evaluasi, dan mitigasi

risiko dilakukan melalui pendekatan berikut:

1) Pengendalian Internal
Bappeda Kepri melakukan pengendalian dengan memantau
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan litbang secara berkala, melalui
pelaporan kinerja rutin, supervisi teknis, serta pembinaan yang
berjenjang terhadap unit-unit pelaksana. Proses ini bertujuan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, serta mencegah
potensi penyimpangan atau inefisiensi.

2) Evaluasi Kinerja
Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menilai pencapaian output
dan outcome dari program strategis Bappeda. Proses ini terintegrasi
dalam mekanisme perencanaan tahunan (Renja), penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP), serta implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan berbasis hasil
serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

3) Manajemen Risiko
Menghadapi tantangan strategis seperti perubahan regulasi,
keterbatasan sumber daya, hingga dinamika sosial ekonomi, Bappeda
menerapkan manajemen risiko sejak tahap perumusan kebijakan dan
program. Risiko yang teridentifikasi dianalisis dan ditangani melalui
strategi mitigasi yang tepat, guna memastikan kelangsungan dan

efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan dan litbang.
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4) Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)

Temuan dari proses pengendalian dan evaluasi dimanfaatkan sebagai
dasar perbaikan tata kelola kelembagaan dan penyempurnaan program
secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa Bappeda
senantiasa adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional,
dinamika regional, serta aspirasi masyarakat, sehingga mampu
meningkatkan kualitas perencanaan dan inovasi daerah secara
berkesinambungan.

Dengan penerapan sistem pengendalian internal, evaluasi kinerja,
dan manajemen risiko yang terintegrasi dan adaptif, Bappeda Provinsi
Kepulauan Riau diharapkan dapat menjalankan perannya secara
profesional dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah yang

berbasis data, evidence-based policy, serta berkelanjutan.

2025-2029



	Page 8
	Page 8

